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ABSTRAK 

 

 
Kasus narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan ketika masih 

menjalani masa pemidanaan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Pekanbaru menimpa Warga Binaan Pemasyarakatan bernama “Ishak 

Simanjuntak”. Ishak Simanjuntak adalah pelaku pembunuh 2 (dua) orang anggota 

Kepolisian Polsek Pinggir, Kabupaten Bengkalis, dan oleh pengadilan divonis 

bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dihukum seumur 

hidup. Selama lebih kurang 2 (dua) tahun di dalam Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Pekanbaru, Ishak Simanjuntak sudah memperlihatkan tanda-tanda 

mengalami gangguan kejiwaan, hal ini terlihat dari tingkah lakunya yang sering 

berbuat onar dan berkelahi sesama tahanan, akhirnya Ishak Simanjuntak dititipkan 

pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru untuk dirawat dan 

disembuhkan, karena penyakitnya semakin bertambah parah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan 

pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan pada saat 

menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru 

dan apakah hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang 

mengalami gangguan kejiwaan pada saat menjalani masa pemidanaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei, 

sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) 

Kelas IIA Pekanbaru, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi. 

Binadik) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dan Dokter Rumah 

Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru dengan teknik pengambilan sampel secara 

sensus. Alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara. 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa pelaksanaan 

pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan pada saat 

menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru 

dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap antara lain yaitu bahwa narapidana tersebut 

diobati di poliklinik Lapas, apabila hasil pemeriksaan kesehatan narapidana yang 

terindikasi gangguan jiwa tersebut sudah tidak memungkinkan maka akan dirujuk 

ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru. Hambatan dalam pelaksanaan 

pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan pada saat 

menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru 

adalah kurangnya tenaga profesional dalam hal pembinaan narapidana yang 

mengalami gangguan jiwa. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang 

pelaksanaan pembinaan narapidana yang mengalami gangguan jiwa antara lain 

seperti keterbatasan alat di poliklinik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Pekanbaru. 

 

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Pembinaan, Gangguan Jiwa. 
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ABSTRACT 

 
 

The case of prisoners who have psychiatric disorders when they undergo a 

period of sentencing occurs at Lembaga Pemasya r akatan Class IIA 

Pekanbaru overrides the Correctional Patronage Citizen named "Isaac 

Simanjuntak". Ishak Simanjuntak is the murderer of 2 (two) members of the Polir 

Police Sub-District of Bengkir, Bengkalis Regency, and by the court was found 

guilty of committing premeditated murder and sentenced to life imprisonment. For 

approximately 2 (two) years in the Pekanbaru Class IIA Penitentiary, Ishak 

Simanjuntak has shown signs of experiencing psychiatric disorders, this can be 

seen from his behavior that often causes trouble and fights with fellow prisoners, 

finally Ishak Simanjuntak was entrusted to the Handsome Mental Hospital (RSJ) 

of Pekanbaru to be treated and cured, because his illness was getting worse. 
The formulation of the problem in this study is how the implementation 

of guidance for prisoners who experience psychiatric disorders while undergoing 

a sentence in the Class IIA Penitentiary Pekanbaru and whether the obstacles in 

the implementation of fostering of prisoners who experience psychiatric disorders 

while undergoing a period of imprisonment in Class Correctional Institutions 

in Pekanbaru and what are the obstacles in the implementation of fostering of 

prisoners who experience psychiatric disorders while undergoing a period of 
imprisonment in Class Correctional Institutions Pekanbaru and IIA Pekanbaru. 

The research method used in this study is a survey , while the nature 

of this study is descriptive . The population in this study amounted to 3 (tri) 

people, consisting of the Head of Penitentiary ( Kalapas ) Class IIA Pekanbaru , 

the Head of Guidance for Prisoners and Students (Kasi. Binadik) 

Penitentiary Class IIA Pekanbaru and Prisoners of the Tampan Pekanbaru 

Mental Hospital with treatment techniques nine census samples. Data collection 

tool used was an interview. 
From the results of the research that the authors wrote, it is known that 

the implementation of guidance for prisoners who experience psychiatric 

disorders while undergoing a criminal term in Class IIA Penitentiary Pekanbaru 

is carried out in two stages, namely that the prisoner is treated at the Laparum 

clinic, if the results of the prisoner health examination are indicated. mental 

disorders are not possible it will be referred to the Tampan Mental Hospital (RSJ) 

Pekanbaru. Obstacles in the implementation of guidance for inmates who 

experience psychiatric disorders while undergoing a sentence in the Class IIA 

Penitentiary Pekanbaru is the lack of professional staff in terms of mentoring 

prisoners who experience mental disorders. The limited facilities and 

infrastructure that support the implementation of guiding prisoners who 

experience mental disorders, among others, such as limited equipment at the 

clinic at Class IIA Penitentiary Pekanbaru. 
  

Keywords: Penitentiary, Prisoners, Coaching, Mental Disorders. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga semua pengaturan kehidupan 

sosial masyarakatnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undanganndan 

bagi mereka yang melakukan kesalahan harus diberikan hukuman atau sanksi. 

Selain memberikan sanksi atau hukuman bagi yang melakukan kesalahan, negara 

juga diwajibkan membimbing atau membina seseorang yang melakukan 

kesalahan menurut hukum yang berlaku. 

Karena orang yang melakukan kesalahan wajib dibina oleh negara, maka 

didirikanlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut undang-undangaini 

yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah lokasi atau sarana untuk 

membina narapidana agar mereka sadar atas kesalahannya dan memperbaiki 

kesalahannya, apabila kembali ke tengah masyarakat dapat diterima sebagai 

warga yang baik. 

Setiap orang yang melakukan kesalahan dan menjalani hukuman di Lembaga 

Pemasyarakatan, maka orang itu merupakan Narapidana atau biasa disebut 

sebagai Warga Binaan. Dengan demikian diketahui bahwa narapidana adalah 

seseorang yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa 

pidananya dalam waktu tertentu dan akan kehilangan kemerdekaannya akibat 

melakukan kesalahan atau melanggar hukum, artinya Warga Binaan 
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Pemasyarakatan tidak memiliki kebebasan sebagai warga negara pada umumnya 

(Sudirohusodo, 2002:14). 

B. Poernomo (1985:70) menyatakan bahwa orang yang melanggar hukum dan 

dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Kemudian ditempatkan di Lembaga 

Pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan, narapidana dibebaskan pada waktu 

masa pidananya sudah berakhir, maka disebut sebagai narapidana. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah 

tempat seseorang yang melanggar hukum dan dinyatakan bersalah oleh 

pengadilan sampai masa pidananya berakhir. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, 

narapidana diberi pembinaan dan pembimbingan keagamaan, dengan tujuan 

membentuk pribadi narapidana tersebut menjadi lebih baik. 

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 dan Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan secara jelas disebutkan bahwa: “Terpidana adalah 

seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, sedangkan Narapidana adalah terpidana yang menjalani 

pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”. 

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa tujuan dari hukuman yang diberikan 

kepada seseorang narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatannadalah untuk 

membina narapidana agar menyadari kesalahannya dan kembali menjadi warga 

negara yang baik (Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005:320). 

Lembagaa Pemasyarakatan adalah tempat bagi seseorang dalam menjalani 

hukuman karena melakukan kesalahan atau melanggar hukum. Fungsi dari 
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Lembaga Pemasyarakatan ini adalah sebagai panduan bagi tahanan yang dihukum 

oleh pengadilan atas pelanggaran pidana atau perilaku yang melanggar hukum 

(C.I. Harsono, 1995:5). 

Dengan demikian, diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat 

bagi seseorang yang melakukan kejahatan atau ditetapkan oleh pengadilan 

melanggar hukum dan diberikan sanksi dalam jangka waktu tertentu. Seseorang 

yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut akan diberi, dibina, dan 

dibimbing agar dapat berubah menjadi lebih baik dan tidak lagi melakukan 

tindakan yang melanggar hukum. 

Pembinaan ataupun bimbingan bagi narapidana berarti bahwa seseorang yang 

dihukum akan berubah menjadi orang baik. Berdasarkan pemahaman ini, target 

yang perlu dipupuk adalah sifat pribadi dan etika tahanan, sehingga mereka 

memiliki kesadaran dan menjadi orang baik dan tidak mengulangi kesalahan lagi 

atau tidak lagi melanggar hukum (B. Poernomo, 1985:186). 

Hukuman untuk narapidana bervariasi tergantung pada bentuk kesalahan yang 

diperbuatnya, ada yang hanya sebentar, lama, dan ada juga yang sampai mati. 

Seseorang yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak sama dengan 

seseorang yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan. Bagi mereka yang 

berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka kebebasannya akan dibatasi, 

mereka tidak bebas bergaul dengan orang yang berada di luar Lembaga 

Pemasyarakatan. Kondisi ini bisa menyebabkan stres pada narapidana. Akibat 

stres, akan menyebabkan depresi yang berujung terjadinya gangguan kejiwaan 

sehingga menyebabkan seseorang menjadi gila. 
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Kasus narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan ketika masih menjalani 

masa pemidanaan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru 

menimpa salah satu penghuni bernama “Ishak Simanjuntak”. Ishak Simanjuntak 

adalah pelaku pembunuh 2 (dua) orang anggota Kepolisian Polsek Pinggir, 

Kabupaten Bengkalis, dan oleh pengadilan divonis bersalah melakukan tindak 

pidana pembunuhan berencana dan dihukum seumur hidup sehingga kepadanya 

dikenakan Pasal 340 KUHP. 

Sekitar lebih kurang lebih dua tahun berada di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Pekanbaru, Ishak Simanjuntak sudah memperlihatkan tanda-tanda 

mengalami gangguan kejiwaan, hal ini terlihat dari tingkah lakunya yang sering 

berbuat onar dan berkelahi sesama tahanan, sehingga pada akhirnya Ishak 

Simanjuntak dititipkan pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru untuk 

dirawat dan disembuhkan, karena penyakitnya semakin bertambah parah. 

Kasus Ishak Simanjuntak yang mengalami gangguan kejiwaan pada waktu 

menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, 

apabila sudah tidak lagi mengalami gangguan kejiwaan atau sudah tidak gila lagi, 

apakah harus dikembalikan atau dibawa lagi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Pekanbaru untuk menjalani hukumannya atau dapat dibebaskan dari 

hukuman, karena tidak undang-undang yang mengatur hal ini. 

Keberadaan narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan saat menjalani 

hukuman di LembagaaPemasyarakatannKelas IIA Pekanbaru akan menciptakan 

persepsi buruk bagi program pembinaan yang sedang berlangsung bagi para 

penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana yang berada dalam Lembaga 
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Pemasyarakatan seharusnya dilakukan pembinaan yang menjadi fungsi dari 

Lembaga Pemasyarakatan, sehingga bisa membentuk karakter dan sikap 

narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik. Dimana narapidana mendapat 

salah satu pembinaan bimbingan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Pekanbaru tentu seharusnya akan berubah menjadi pribadi lebih baik dan 

menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya. Adanya kejadian narapidana yang 

mengalami gangguan kejiwaan ketika masih menjalani hukuman di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, tentunya hal ini sangat perlu 

dipertanyakan sebab antara yang diharapkan berbeda dengan kenyataan yang 

sesungguhnya atau yang terjadi. 

Orang yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya berubah 

menjadi lebih baik, karena mendapatkan pembinaan dan bimbingan, namun 

kenyataannya berbeda dengan apa yang terjadi, yaitu terdapat salah satu 

narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan (gila). Dengan adanya narapidana 

yang mengalami gangguan jiwa atau gila, padahal sudah berada dalam Lembaga 

Pemasyarakatan dengan segala bentuk pembinaan yang telah diberikan atau 

dilakukan, maka penulis tertarik mengkaji hal tersebut dengan memilih judul: 

“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Mengalami 

Gangguan Kejiwaan Pada Saat Menjalani Masa Pemidanaan (Studi Kasus : 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang disebutkan di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Yang 

Mengalami Gangguan Kejiwaan Pada Saat Menjalani masa Pemidanaan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru? 

2. Apakah Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana 

Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Pada Saat Menjalani Masa 

Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan tersebut, 

tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana 

yang mengalami gangguan kejiwaan pada saat menjalani masa 

pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pembinaan 

terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan pada saat 

menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Pekanbaru. 
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2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan bagi 

penulis dibidang hukum pidana, khususnya mengenai pembinaan 

bagi narapidana yang memiliki gangguan kejiwaan pada saat 

menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. 

b. Memberikan masukan kepada pihak Lembaga 

Pemasyarakatan dalam rangka membimbing dan membina 

bimbingan para tahanan yang memiliki gangguan kejiwaan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi atau panduan dalam melakukan penelitian serupa. 

d. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di 

Universitas Islam Riau. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dunia yang semakin pesat, 

hukum sangat dibutuhkan dalam mengatur kehidupan manusia agar tidak terjadi 

penyimpangan. Bentuk penyimpangan yang dilakukan manusia adalah tindak 

kejahatan. Kejahatan yang dilakukan manusia akan menyebabkan terganggunya 

ketertiban dan keamanan kehidupan bermasyarakat bahkan bernegara. Segala 

jenis tindak pidana atau kejahatan sangat merugikan masyarakat secara umum. 
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Para ahli hukum dalam berbagai undang-undang memilih kata-kata pidana 

sebagai terjemahan dari stafbaar feit namun defenisi tentang tindak pidana 

tersebut tidak dijelaskan dengan jelas. Secara umum kata-kata tindak pidana dapat 

didefinisikan sebagai bagian dari tindakan seseorang yang dapat dihukum. Namun 

demikian, yang dapat dijatuhi hukuman sebenarnya adalah manusia sebagai 

individu, bukan perbuatannya atau tindakannya (P.A.F. Lamintang, 2011:181). 

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa yang dapat dijatuhi atau yang 

menerima hukuman atas perbuatannya yang melanggar hukum adalah orang atau 

manusia, bukan perbuatannya. 

Moeljatno (2008:61) mendefenisikan istilah strafbar feit sebagai perbuatan 

pidana. Perbuatan pidana menurut defenisi Moeljatno adalah tindakan atau 

perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan memiliki sanksi 

yang dapat dijatuhkan pada mereka yang melanggarnya dalam bentuk hukuman 

tertentu. Wirjono Prodjodikoro (2003:33) menyatakan bahwa di Indonesia hukum 

pidana telah digunakan secara formal. Peristiwa pidana lebih mengacu pada 

peristiwa yang dapat disebabkan oleh tindakan manusia atau oleh fenomena alam. 

Teguh Prasetyo (2003:49) merumuskan tindaki pidana adalah tindakan atau 

praktik yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dikenai sanksi. 

Definisi tindakan yang dimaksud adalah selain tindakan aktif melakukan sesuatu 

yang sebenarnya dilarang oleh hukum dan tindakan pasif tidak melakukan sesuatu 

yang sebenarnyaidiwajibkan oleh hukum. MenurutiPompe, kata tindak 

pidana secara teoritis dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran norma atau 
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pelanggaran aturan hukum oleh pelaku yang hukumannya diperlukan untuk 

menegakkan aturan hukum dan keamanan. 

Pompe berpendapat bahwa tindak pidanaiadalah pelanggaran norma 

(pelanggaran aturan hukum) yang dilakukan atau tidak sengaja dilakukan oleh 

pelaku yang tindakannya mengikat secara hukum (P.A.F. Lamintang, 2011:182). 

Sedangkan Moeljatno (2008:2) menggunakan istilah tindak pidanasebagai 

“perbuatan yang dilarang oleh hukum, larangan itu disertai dengan ancaman 

(sanksi) dalam bentuk kejahatan tertentu, bagi mereka yang melanggar apa yang 

dilarang oleh undang-undang tersebut”. Artinya orang yang melanggar hukum, 

akan dijatuhi hukuman atau sanksi sesuai yang diatur undang-undang. 

Menurut Pompe, tindaki pidanaasecara teoriddapat ditafsirkan sebagai 

pelanggaran norma atau gangguan terhadapitertib hukum oleh pelaku, dimana 

penyelidikan terhadap hukuman pidana diperlukan untuk mempertahankan aturan 

hukum dan menjamin kepentingan hukum (P.A.F. Lamintang, 2011:182). 

Sementara Jonkers mendefenisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang 

melanggar hukum, baik sengaja dilakukan maupun yang tidak sengaja dilakukan 

oleh seseorang yang dapat diperhitungkan (Amir Ilyas, 2012:20). 

S.R. Sianturi berpendapat tindak pidana merupakan perbuatan ditempat, waktu 

dan keadaan tertentu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 

Sementara itu, menurut Van Hamel, pelanggaran (kejahatan) adalah perilaku 

manusia yang dirumuskan dalam hukum, melawan hukum yang harus dihukum 

dan dilakukan dengan kesalahann (Amir Ilyas, 2012:25). 
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Berdasarkan pendapat Moeljatno di atas, penulis dapat menyatakan bahwa 

menurut Moeljatno, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan jika 

memenuhi unsur-unsur berikut: 

1. Perbuatan tersebut merupakan tindakan manusia. 

2. Memenuhi rumusan hukum (persyaratan formal). 

3. Melawan hukum (persyaratan materil). 

Sedangkan menurut Kanter, tindak pidana memiliki 5 (lima) unsur, yaitu: 

1. Seseorang. 

2. Kesalahan. 

3. Tindakan itu melanggar hukum. 

4. Tindakan semacam itu dilarang oleh hukum dan mereka yang 

melanggarnya akan dihukum. 

5. Waktu, tempat dan kondisi (unsur-unsur objektif lain) (E.Y. Kanter dan 

S.R. Sianturi, 2002:45). 

Pemidanaan adalah sesuatu yang pokok menurut hukum pidana, disebabkan 

akhir dari semua proses pertanggungjawaban bagi seseorangi yang melakukan 

kejahatan. Hukum pidanai tanpa hukuman sama halnya dengan menetapkan 

seseorang bersalah tanpa konsekuensi yang jelas dari kesalahan, sehingga 

konsepsi bersalah memiliki efek pengaruh bagi pengenaan seorang penjahat dan 

proses penerapannya. Apabila kesalahan kita maknai sebagai perbuatan “tercela” 

maka hukuman adalah bentuk sanksi dari celaan tersebut (Chairul Huda, 

2006:125). 
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Memberantas tindakan kriminal yang sering terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memerlukan aturan hukum yang mempu 

memberikan keadilan dan melindungi segenap masyarakat. Di Indonesia, aturan 

hukum tersebut adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan aturan hukum 

yang berlaku dalam mengatur kehidupan manusia dalam menentukan tindakan 

yang diperbolehkan untuk dilakukan atau yang tidak boleh untuk dilakukan, bagi 

mereka melanggarkan akan menerima sanksi sebagai akibat dari tindakan yang 

dilarang oleh undang-undang tersebut. Sanksi diberikan kepada seseorang yang 

melakukan pelanggaran adalah berupa hukuman tertentu. Hukum pidana 

merupakan sarana untuk menentukan seseorang telah melakukan kesalahan dan 

untuk menentukan sanksi apa yang harus diberlakukan baginya (Moeljatno, 

2008:1). 

Tujuan dari hukum pidana ini adalah mencegah seseorang melakukan tindak 

kejahatan dan melakukan penegakan hukum bagi orang yang melakukan 

kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat agar tercipta rasa aman ditengah-

tengah masyarakat dan tujuan lainnya adalah agar seseorang tidak mengulangi 

kejahatan. Selain dari produk hukum, aparat penegak hukum juga diwajibkan 

memainkan perannya dalam menerapkan dan menegakkan hukum yang berlaku, 

baik yang terkait langsung dengan penegakan hukum seperti aparat penegak 

hukum sessuai dengan tugasnya masing-masing. Salah satunya adalah Lembaga 

Pemasyarakatan yang merupakan lembaga penegakan hukum yang tidak terkait 

langsung dalam menerapkan hukum, tapi Lembaga Pemasyarakatan memiliki 
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peran besar dalam menciptakan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat 

(Octavia Sri Handayani, 2010:3). 

Bagi warga negara yang bersalah dan menjalankan hukumannya di  Lembaga 

Pemasyarakatan maka orang itu disebut sebagai narapidana atau biasa disebut 

sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan demikian diketahui bahwa 

narapidana adalah seseorang yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk 

menjalani masa pidananya dalam waktu tertentu dan akan kehilangan 

kemerdekaannya, akibat melakukan kesalahan atau melanggar hukum. Artinya 

warga binaan tidak memiliki kebebasan sebagai warga negara pada umumnya 

(Sudirohusodo, 2002:14). 

Istilah Pemasyarakatan adalah pengganti istilah penjara di Indonesia. Andi 

Hamzah mengatakan, pemasyarakatan merupakan istilah yang sama digunakan di 

Inggris yaitu after service. Istilah ini adalah pedoman pada upaya untuk 

mempersiapkan serta mengawasi kembalinya mantan narapidana ke masyarakat 

luas. Pemasyarakatan merupakan kebijakan dalam memperlakukan tahanan dan 

berusaha melindungi masyarakat dari campur tangan tindakan kejahatan 

sementara pada saat yang sama melindungi tahanan yang tersesat dan memberikan 

kehidupan untuk kembali ke masyarakat (Sugeng Pujileksono, 2017:31-32). 

Sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan merupakan dasar tugas dan fungsi lembaga ini. Penjara adalah 

salah satu dari banyak lembaga hukum yang merupakan bagian dari kerangka 

hukum di Indonesia, terutama dalam kerangka peradilan pidana. Lembaga 
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Pemasyarakatan memiliki fungsi sebagai tempat pembinaan narapidana sampai 

masa pidananya berakhir. Bimbingan dan pengawasan terhadap narapidana ini 

bahkan diberikan kepada tahanan bebas untuk periode waktu tertentu. 

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, menjelaskan 

bahwa Lembaga Pemasyarakatan disamping menjadi sebuah tempat hukuman 

juga memiliki fungsi menjalankan program-program pelatihan untuk narapidana, 

dengan program yang sedang berjalan diharapkan narapidana yang telah habis 

masa pidananya dapat diterima kembali oleh masyarakat. Pembinaan adalah 

kegiatan untuk meningkatkan kualitas diri para narapidana dan Warga Binaan 

Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang lebih baik. 

Pemasyarakatannberdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatann menyebutkan bahwa “Pemasyarakatan 

adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 

berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian 

akhir dari sistem peradilan pidana dalam tata peradilan pidana”. 

Tolib Setiady menyatakan bahwa: 

“Pemasyarakatan adalah bagian dari sistem peradilan pidana dalam hal 

pelayanan narapidana, membina (tahanan), anak negara dan sosial bimbingan 

kemasyarakatan dilakukan secara terintegrasi (dilakukan bersama dengan 

semua petugas penegak hukum) dengan tujuan bahwa setelah menjalani masa 

pidana mereka dapat kembali menjadi warga negara yang baik” (Tolib 

Setiady, 2010: 135). 

 

Kelahiran Lembaga Pemasyarakatan bertepatan dengan Konferensi Penjara 

Indonesia yang diadakan di Lembang, Bandung, pada tanggal 27 April 1964. 
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Salah satu keputusan yang ditetapkan adalah pada setiap 27 April adalah hari 

lahirnya Sistem Pemasyarakatan (Tolib Setiady, 2010:135). 

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 dari 1995 tentang Pemasyarakatan, 

menyatakan Sistem Pemasyarakatan adalah lembaga pada arah dan batas serta 

cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dilakukan 

secara terintegrasi antara pembinan, yang dibina dan masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas Lembaga Pemasyarakatan sadar akan kesalahan, 

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kejahatan sehingga mereka dapat 

diterima kembali oleh masyarakat, dapat secara aktif berperan dalam 

pembangunan, dan dapat hidup secara alami sebagai warga negara yang baik dan 

bertanggung jawab. 

Sistem Pemasyarakatan adalah seperangkat unit penegakan hukum 

pidana, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan 

konsep umum hukuman. Pemasyarakatan sistem selain bertujuan untuk 

mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik 

juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan pengulangan 

tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta penerapan dan bagian 

integral dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Dwidja Priyatno 

2006:103). 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

menyatakan bahwa tujuan membina tahanan adalah untuk menjadi manusia 

sepenuhnya, untuk mewujudkan kesalahan mereka, untuk memperbaiki diri, dan 

tidak mengulangi kejahatan sehingga mereka dapat diterima oleh masyarakat, 
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untuk menjadi terlibat aktif dalam pembangunan dan hidup secara alami sebagai 

warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu, orang yang menjadi 

narapidana diharapkan untuk mendekat kepada Tuhan sehingga ia dapat 

menemukan keselamatan di dunia dan akhirat. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, diketahui bahwa tujuan membina narapidana 

yang berada di Lembaga Pemasyakatan adalah membentuk diri Warga Binaan 

Pemasyarakatan yang lebih baik. Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di 

Lembaga Pemasyarakatan disamping diberi bimbingan juga diberikan 

keterampilan, sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka memiliki 

keterampilan tertentu untuk menjadi kehidupan sehari-hari mereka. 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa untuk mengantisipasi 

perkembangan dunia yang semakin pesat, diperlukan hukum dalam mengatur 

kehidupan manusia agar tidak terjadi penyimpangan. Bentuk penyimpangan yang 

dilakukan oleh manusia adalah kejahatan. Kejahatan yang dilakukan warga negara 

atau rakyat akan menyebabkan terganggunya ketertiban dan keamanan dalam 

kehidupan masyarakat dan bahkan negara. 

 

E. Konsep Operasional 

Untuk menghindari salah tafsir dalam memahami arah penelitian ini, perlu 

untuk mengoperasionalkan istilah yang terkandung dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 
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1. Pelaksanaan adalah tindakan atau implementasi dari rencana yang telah 

disiapkan secara matang dan rinci, implementasi biasanya dilakukan 

setelah perencanaan dianggap siap (Nurdin Usaman, 2002:70). 

2. Pembinaan adalah serangkaian upaya, tindakan dan kegiatan yang 

disengaja dan efektif untuk mendapatkan hasil yang baik (Wojowasito, 

1995:58). 

3. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan 

di Lembaga Pemasyarakatan (Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Dalam penelitian ini, yang 

dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang mengalami gangguan 

kejiwaan saat menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Pekanbaru pada tahun 2018. 

4. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik 

Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan (Pasal 1 Ayat 5 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). 

5. Gangguan jiwa atau juga dikenal dengan gangguan mental adalah penyakit 

kejiwaan yang dialami seseorang. Ini berarti orang dengan gangguan 

mental adalah orang gila yang perkembangannya tidak akan seperti orang 

normal (https://id.wikipedia.org/wiki/gangguan_jiwa, diakses 1 Agustus 

2019). 

6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah tempat untuk 

melaksanakan pembentukan narapidana dan penghuni Lembaga 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan_jiwa
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Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan (Pasal 1 Ayat 1Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah observasional penelitian melalui survei,  karena 

dalam mengumpulkan data penelitian penulis turun langsung ke lokasi 

penelitian menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara, yaitu 

untuk bertanya langsung kepada responden. 

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yang berarti bahwa 

penulis dengan jelas menjelaskan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana 

yang menderita gangguan kejiwaan saat menjalani hukuman mereka di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. 

2. Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk membatasi area yang 

diteliti (Husaini Usaman, 2009:41). Penelitian ini berlokasi di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Pilihan lokasi didasarkan pada 

keberadaan napi yang mengalami gangguan kejiwaan saat menjalani masa 

hukuman. 

3. Populasi dan Responden 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2006:130). Populasi penelitian ini adalah: 
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a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Pekanbaru 

berjumlah 1 orang. 

b. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi. 

Binadik) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru 

berjumlah 1 orang. 

c. Dokter Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru berjumlah 1 

orang 

Tabel 1.1 

Populasi dan Responden Penelitian 

 

No Jenis Responden Jumlah 

1 Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Pekanbaru 

1 orang 

2 Kasi. Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Pekanbaru   

1 orang 

3 Dokter Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru 1 orang 

Jumlah 3 orang 

Sumber : Data Olahan, 2019. 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah responden dalam 

penelitian ini adalah 3 ( tiga ) orang yang terdiri dari Kalapas Kelas IIA 

Pekanbaru, Kasi. Binadik Lapas Kelas IIA Pekanbaru, dan Dokter Rumah Sakit 

Jiwa Tampan Pekanbaru . Karena jumlah responden dalam penelitian ini kecil dan 

masih dalam batas kemampuan penulis, maka responden dalam penelitian ini 

tidak dibatasi, dengan teknik pengambilan sensus. 
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4. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti melalui 

responden atau sampel (Syafrinaldi, 2017:19). Dalam penelitian 

data primer penulis memperoleh langsung dari responden dengan 

cara wawancara. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dapat melalui pengumpulan atau 

pengolahan data yaitu studi dokumentasi yang berkaitan dengan 

masalah penelitian (Iskandar, 2009:253). Dalam penelitian ini data 

sekunder adalah data di dalam bentuk buku-buku sastra, undang-

undang, jurnal dan karya ilmiah lainnya serta sumber-sumber lain 

dalam bentuk tulisan, surat atau laporan yang telah disusun dalam 

daftar atau dalam bentuk buku. 

5. Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara. Wawancara, yaitu pengumpulan data dari responden yaitu 

dengan cara tanya jawab langsung (Riduwan, 2009:29). Dalam penelitian 

ini, penulis melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang 

ditentukan dalam penelitian. Alasan penulis menggunakan wawancara, 

karena responden dalam penelitian ini hanya sedikit yang hanya berjumlah 
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3 (tiga) orang dan penulis dapat menjumpai responden tersebut satu per 

satu. 

6. Analisis Data 

Penulis menganalisis data berdasarkan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang telah ditentukan. Data yang penulis diperoleh dari 

responden adalah data dalam bentuk wawancara penulis akan menjelaskan 

dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami yang disebut data kualitatif, 

karena dalam bentuk deskripsi kalimat tidak dalam bentuk angka. 

Kemudian data tersebut akan dibandingkan dengan peraturan undang-

undang dan pendapat para ahli. 

7. Metode Penarikan Kesimpulan 

Dalam membuat kesimpulan penulis akan melakukannya dengan cara 

deduktif , karena dalam pembahasan penelitian ini penulis akan 

membahas masalah-masalah umum seperti undang-undang dan pendapat 

para ahli hukum yang mengarah ke masalah tertentu, yang dalam 

penelitian ini adalah hasil wawancara penulis dengan responden tentang 

pendapatnya terkait dengan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana yang 

mengalami gangguan kejiwaan saat menjalani masa hukuman di Lembaga 

Pemasyarakatan. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

A. Tinjauan Tentang Sistem Kepenjaraan 

1. Sejarah Kepenjaraan 

Di Indonesia, sistem hukuman penjara pada awalnya tidak diketahui. 

Sistem hukuman baru dikenal di era kolonial. Era VOC juga tidak dikenal 

sebagai penjara. Kadang-kadang dikenal adalah rumah penahanan yang 

digunakan untuk pelacur,  pengangguran atau gelandangan, pemabuk, dan 

sebagainya. Jenis-jenis tahanan menurut Andi Hamzah adalah: 

a. Bui terletak di pinggir kota. 

b. Tempat perantaian (kettingkwartier). 

c. Tempat untuk mengakomodasi wanita Belanda yang melakukan 

mukah (overspel) (Andi Hamzah, 2010: 92). 

Perbaikan mulai dilakukan di zaman Inggris (Raffles). Penjara kecil dan 

sempit diperbaiki dan didirikan penjara dimana ada pengadilan. Perbaikan 

berlanjut oleh Belanda setelah kembali berkuasa, mengadakan klasifikasi: 

a. Kerja paksa dengan rantai. 

b. Kerja paksa dengan upah (Andi Hamzah, 2010: 92). 

Era Hindia Belanda adalah awal dari pengembangan pemenjaraan yang 

dimulai dengan sistem diskriminasi, yaitu penerbitan peraturan umum 

untuk rakyat Indonesia (Bumi Putera) yang dihukum karena kerja 
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paksa (stbld 1826 No.16), sementara untuk kelompok Eropa (Belanda) 

yang dipenjara. Ada 2 (dua) jenis kerja paksa: 

a. Kerja paksa dengan rantai 

b. Kerja paksa dan makanan biasa tanpa upah (Andi Hamzah, 

2010:93). 

Pada saat itu penjara itu disebut bui, karena itu adalah tempat penahanan, 

tempat untuk menahan orang-orang yang disandera, penjudi, pemabuk, 

orang-orang gelandangan dan para penjahat lainnya. Karena pada saat itu 

situasi penjara masih sangat buruk dan menyedihkan, sebuah komite 

dibentuk untuk meneliti dan membuat rencana untuk perbaikan. Setelah 

bekerja selama 5 (lima) tahun, yaitu pada tahun 1964, panitia mengajukan 

rencana perbaikan yang tidak pernah dilaksanakan. Diskriminasi dalam 

perlakuan antara orang Pribumi dan orang Eropa (Belanda) sangat 

mencolok. Perawatan jauh lebih baik dan pekerjaan lebih ringan untuk 

orang Eropa, seperti halnya masalah makanan, kondisi kamar dan fasilitas 

penjara, jauh lebih baik daripada penduduk asli. Pada tahun 1865 Stoet 

Van Beele mencoba memperbaiki keadaan penjara dengan mengirim 

seorang penduduk Riau untuk meninjau sistem penjara di 

Singapura. Sebuah peraturan baru dikeluarkan, Stbld 1871 No. 28 dengan 

sistem klasifikasi. 

Pada tahun 1871 disusun suatu peraturan yang berisi perombakan 

menyeluruh atas administrasi sistem penjara, tetapi rancangan ini tidak 

pernah terwujud. Kemudian selanjutnya sebuah kantor penjara (gestichten 
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reglement ) dibentuk antara tahun 1907-1961 yang tercantum dalam Stlbd 

1917 No. 708, mulai berlaku 1 Januari 1918. Peraturan ini menjadi dasar 

bagi pengaturan perawatan tahanan dan manajemen penjara. Peraturan ini 

didasarkan pada Pasal 29 KUHP yang terdiri dari sekitar 114 Pasal. 

Pada tahun 1918-1942 pada periode antara perang dunia kedua di Jawa 

dan Madura ada 3 (tiga) jenis penjara, yaitu: 

a. Centrale gevangenis strafgevangenis (penjara pusat). Penjara pusat 

ini menampung terpidana yang agak berat (lebih dari 1 tahun) ada 

perusahaan yang tergolong besar dan sedang dan bengkel. 

b. Landgevangenis (penjara negara bagian). Penjara ini berfungsi 

untuk menampung narapidana yang diklasifikasikan sebagai ringan 

(di bawah 1 tahun). Pekerjaan yang dilakukan adalah kerajinan dan 

pekerjaan ringan lainnya serta bengkel-bengkel kecil. 

c. Huis van bewaring (rumah tahanan). Tempat ini menampung 

tahanan yang ada di penjara dan mereka yang dijatuhi hukuman 

penjara kecil. Di sini tidak ada pekerjaan yang pasti. (Andi 

Hamzah, 2010: 93). 

Pada tahun 1921 untuk anak-anak terpidana, sebuah ruangan khusus 

didirikan untuk mereka yang berusia di bawah 19 tahun, kemudian sebuah 

penjara untuk anak-anak di bawah usia 20 didirikan di Tangerang dan 

diambil alih pada tahun 1927 di Pamekasan dan Ambarawa. 

Selama pendudukan Jepang hampir tidak ada perubahan pada sistem 

penjara. Hanya pekerjaan tahanan yang banyak digunakan untuk 
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kepentingan militer Jepang. Pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

dipenjara dan untuk kebutuhan tentara Jepang ditingkatkan, seperti 

bertani, memancing di laut, termasuk tahanan wanita dan anak-

anak. Situasi ini sangat menyedihkan, kekurangan makanan, tetapi harus 

bekerja keras. Pekerjaan kerajinan juga ditingkatkan terutama untuk 

kepentingan tentara Jepang (Andi Hamzah, 2010:93). 

Ada 2 (dua) jenis sistem pemenjaraan setelah kemerdekaan Indonesia, satu 

di wilayah Republik dan lainnya di wilayah pendudukan 

Belanda. Situasinya tidak jauh berbeda dengan situasi sebelum 

perang. Penjara dikelola sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Penjara 

tahun 1917 Nomor 798, suatu upaya menuju sistem khusus narapidana 

agar tidak melakukan kejahatan ( detterent ) dan untuk pencegahan umum 

sehingga orang takut melakukan kejahatan. 

Tahanan ditempatkan disebelah sel yang jumlahnya terbatas, juga di 

bangsal yang penuh dengan berbagai jenis penjahat sehingga perkelahian 

dan pemerasan antar tahanan terjadi. Ada sekelompok "pahlawan" yang 

menjadi "raja" di penjara yang sering memeras orang lain, baik secara fisik 

maupun pemerasan uang, barang, atau makanan ke keluarga tahanan (Andi 

Hamzah, 2010:94). 

2. Perkembangan Kepenjaraan 

Sistem penjara adalah sistem perawatan narapidana (tahanan), dimana 

sistem ini adalah tujuan pemenjaraan. Bagi mereka yang telah dihukum 

karena tindak pidana dan kemudian dihukum oleh pengadilan (pidana), 
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maka oleh Pengadilan orang yang dihukum sebelumnya kemudian dikirim 

ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukumannya sampai akhir 

hukumannya. Di tempat ini orang yang bersalah diperlakukan sedemikian 

rupa dengan menggunakan sistem perawatan tertentu (dalam bentuk 

penyiksaan dan hukuman tubuh lainnya) dengan harapan bahwa terpidana 

benar-benar merasakan pertobatan dan pencegahan sehingga ia tidak akan 

melakukan tindakan di kemudian hari yang menyebabkan dia masuk 

penjara (A.Widiada Gunakaya, 2006:41). 

Melindungi publik dari segala bentuk kejahatan yang merupakan politik 

kriminal Pemerintah dari upaya pengurangan kejahatan. Oleh karena itu 

dalam sistem penjara perlakuan terhadap terpidana (narapidana) dan para 

siswa dilakukan dengan sangat tidak manusiawi dan tidak mengenal 

kemanusiaan, tetapi ini dapat dimengerti karena dalam sistem penjara 

berisi prinsip bahwa tahanan hanyalah obyek, disamping tujuan 

pemerintah pada waktu itu (pemerintah kolonial) hukuman pidana 

terhadap mereka yang dihukum adalah tindakan balas dendam dari negara, 

sehingga dalam pelaksanaan hukuman di penjara masalah HAM tidak 

diindahkan (A.Widiada Gunakaya, 2006:43). 

Konsep sistem penjara dan penerapannya jika terkait dengan situasi dan 

kondisi negara Indonesia saat ini yang sudah bebas dari penjajahan, maka 

sistem penjara harus diganti dengan sistem yang sesuai dengan sistem 

sosial negara Indonesia (A.Widiada Gunakaya, 2006:55). 
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B. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan 

Secara umum, Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah 

pengawasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dimana Kementerian tersebut 

bertugas melindungi masyarakat dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Kewenangan Kementerian ini ada di tangan pemerintah pusat yang diserahkan 

kepada otoritas daerah otonom. 

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk memproses atau meningkatkan 

seseorang (people processing organization ), dimana input dan outputnya adalah 

manusia yang disebut penjahat. Demi mewujudkan sistem pidana berdasarkan 

Pancasila, Undang-Undang Pidana dibentuk. Secara hukum Lembaga 

Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan 

merupakan tempat untuk melakukan 

pembinaan narapidana. Sedangkan Sistem Pemasyarakatan adalah seperangkat 

pengaturan mengenai arah dan batas-batas serta cara membina narapidana 

berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terintegrasi antara Wali Amanat, 

yang dibina, dan masyarakat sehingga mereka sadar akan kesalahan, 

meningkatkan sendiri, dan tidak mengulangi tindakan kriminal sehingga dapat 

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat secara aktif berperan dalam 

pembangunan, dan dapat hidup layak sebagai warga negara yang baik dan 

bertanggung jawab. 
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Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Pemasyarakatan, adalah 

kegiatan membina Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, 

kelembagaan, dan metode pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem 

pidana dalam sistem peradilan pidana. 

Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan 

No.KP10/3/7 tanggal 8 Februari 1965, yang disampaikan konsep Pemasyarakatan, 

yaitu: Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses terapi di mana narapidana di 

penjara adalah dalam keadaan harmonis dengan masyarakat disekitarnya, 

memiliki hubungan negatif dengan masyarakat. Sejauh para napi mengalami 

pembinaan yang tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur lain dalam masyarakat 

yang mengelilinginya sebagai keutuhan dan keharmonisan (harmoni) hidup dalam 

penghidupan mereka disembuhkan dari aspek negatif (negatif). 

Menurut Priyatno “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk 

melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan anak didik 

pemasyarakatan (Priyatno, 2006:105)”. Pengertian lain tentang Lembaga 

Pemasyarakatan adalah “suatu lembaga di bawah Kementeian Hukum dan Hak 

asasi Manusia yang bertujuan untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan 

dengan memanfaatkan potensi dari Warga Binaan Pemasyarakatan, petugas 

lembaga, serta masyarakat sesuai dengan kemampuan dan bakat serta minat demi 

terwujudnya kesejahteraan soaial Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat 

(Jumiati, 1995:13)”. 
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Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Lembaga 

Pemasyarakatan adalah tempat dalam melakukan pembinaan bagi Warga Binaan 

Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan sehingga Warga 

Binaan Pemasyarakatan memiliki keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan 

sosial tahanan Pemasyarakatan. 

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menumbuhkan Warga 

Berbasis Penjara (Penitentiary Guides) sehingga mereka memiliki kemampuan 

atau keterampilan yang sesuai dengan bakat mereka sehingga mereka akan 

memiliki kepercayaan diri lagi dan akan dapat diterima kemudian ketika mereka 

kembali kepada masyarakat. Konsep penjara itu sendiri pertama kali disusun oleh 

Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dinyatakan bahwa tugas 

departemen penjara tidak hanya melaksanakan hukuman, tetapi tugas yang jauh 

lebih sulit adalah mengembalikan orang-orang yang dihukum karena kejahatan ke 

masyarakat. 

 

C. Tinjauan Umum Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan 

Bimbingan atau upaya pembinaan yang merupakan inti dari kegiatan sistem 

pemasyarakatan adalah cara memperlakukan narapidana baru untuk mendukung 

pola pemenjaraan baru untuk mencapai peran negara yang berhasil dalam 

membebaskan napi menjadi anggota masyarakat. Perlakuan baru terhadap tahanan 

di penjara melibatkan partisipasi masyarakat, ini disebabkan oleh munculnya 

salah satu doktrin bahwa tahanan tidak dapat diasingkan dari masyarakat 

(Bambang Poernomo, 1986:186). 
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Bimbingan bagi narapidana berarti memperlakukan seseorang yang berstatus tahanan 

untuk dibangun agar bangkit menjadi orang baik. Atas dasar pemahaman pembinaan 

seperti itu, tujuan yang perlu dipupuk adalah narapidana pribadi dan etis, yang 

didorong untuk membangkitkan harga diri dalam diri mereka sendiri dan orang 

lain, dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan 

kehidupan yang damai dan makmur. dalam masyarakat, dan karenanya memiliki 

potensi untuk menjadi orang yang mulia dan bermoral tinggi. 

Pengembangan karakter dan orang yang dimaksud tidak terbatas, tetapi untuk 

waktu tertentu itu memberikan warna dasar sehingga tahanan tidak akan 

melakukan kejahatan dan mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat. Panduan 

untuk tahanan masih tergantung pada bagaimana hubungannya dengan komunitas 

luar, yang menerima tahanan sebagai anggota. Arahan pembinaan harus diarahkan 

untuk membina narapidana pribadi agar tidak mengulangi kejahatan dan menaati 

aturan hukum, membina hubungan antara tahanan dengan masyarakat luar, 

sehingga mereka dapat berdiri sendiri dan diterima sebagai anggota (Bambang 

Poernomo, 1986:186). 

Berikut ini adalah tahapan-tahapan pengembangan berdasarkan Pasal-Pasal 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Lembaga pemasyarakatan: 

1. Pembinaan Tahap Awal 

Tahap awal ppembinaan untuk narapidana dimulai dari saat orang yang 

bersangkutan adalah narapidana hingga 1/3 (sepertiga) dari periode 

kriminal. Pelatihan awal ini meliputi: 
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a. Periode pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan tidak 

lebih dari 1 (satu) bulan. 

b. Perencanaan untuk membina program kepribadian dan 

kemandirian. 

c. Implementasi program pengembangan kepribadian dan 

kemandirian. 

d. Evaluasi pelaksanaan program pengembangan awal. 

Tahap ini dimulai dengan tahap penerimaan dan orientasi, yaitu sejak 

masuk dalam daftar, vonis diperiksa, lamanya kalimat dihitung ketika 

bebas, hasil penelitian penting untuk persiapan program 

pengembangan selanjutnya. 

2. Pembinaan Lanjutan 

Tahap pembinaan lanjutan dibagi menjadi 2 (dua) periode: 

a. Tahap lanjutan pertama, sejak akhir tahap awal pembinaan hingga 

½ (satu setengah) periode kriminan. 

b. Tahap lanjutan kedua, sejak akhir tahap pertama pembinaan hingga 

2/3 (dua pertiga) periode kriminal. Tahapan pembinaan lanjutan 

meliputi: 

1) Merencanakan program pengembangan lebih lanjut. 

2) Implementasi program pengembangan lebih lanjut. 

3) Evaluasi pelaksanaan program pengembangan lanjutan. 

4) Merencanakan dan mengimplementasikan program 

asimilasi. 
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3. Pembinaan Tahap Terakhir 

Tahap akhir pembinaan dilakukan mulai dari akhir tahap lanjut sampai 

akhir periode pidana tahanan yang bersangkutan. Tahap akhir pembinaan 

meliputi: 

a. Merencanakan program integrasi. 

b. Implementasi program integrasi. 

c. Pengakhiran implementasi tahap akhir pembangunan (P.A.F. 

Lamintang dan Theo Lamintang, 2010: 192-193). 

Tahap integrasi atau non-institusional, tahap ini jika tahanan telah menjalani 

2/3 dari hukumannya dan setidaknya 9 bulan, tahanan dapat diusulkan diberikan 

pembebasan bersyarat. Disini para tahanan sepenuhnya berada di tengah-tengah 

masyarakat dan keluarga. Setelah pembebasan bersyarat habis, kembalilah ke 

Lembaga Pemasyarakatan untuk mengatur atau melengkapi surat yang bebas atau 

longgar. Jika pada tahap ini ada kesulitan atau hal-hal yang tidak memungkinkan 

untuk mendapatkan kondisi pembebasan bersyarat, maka narapidana diberikan 

cuti panjang yang sama dengan jumlah remisi terakhir, tetapi mungkin tidak lebih 

dari 6 (enam) bulan. Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa proses 

pemasyarakatan berjalan selangkah demi selangkah dan setiap tahap ada gerakan 

menuju kedewasaan. 

Tahap awal dan lanjutan pengembangan dilakukan difasilitas Pemasyarakatan, 

sedangkan tahap akhir pengembangan dilakukan di luar fasilitas Pemasyarakatan 

oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Dalam hal tahanan tidak memenuhi kondisi 
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tertentu, tahap akhir dari pengembangan tahanan yang bersangkutan akan terus 

dilakukan di penjara. 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola 

Tahanan/Pengembangan Tahanan yang menyatakan bahwa metode pembinaan 

atau bimbingan meliputi: pembinaan dalam bentuk interaksi langsung yang 

bersifat kekeluargaan antara pembangun dan yang dibina, pembinaan adalah 

edukatif persuasif yaitu berusaha mengubah perilakunya melalui keteladanan dan 

memperlakukan keadilan di antara sesamanya, sehingga mengilhami hatinya 

untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan tahanan sebagai manusia 

yang memiliki potensi dan memiliki diri - hak dengan kewajiban dan kewajiban 

yang sama dengan manusia lainnya, perencanaan pembinaan, berkelanjutan dan 

sistematis, pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang 

disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi, pendekatan individu dan 

kelompok. 

Bimbingan narapidana harus mengetahui banyak metode pembinaan sebelum 

pembinaan, karena dalam melakukan proses pembinaan pembinaan tidak bisa 

digeneralisasikan kepada semua napi yang memiliki latar belakang kehidupan 

yang heterogen. Penelitian awal untuk membina tahanan, harus dilakukan ketika 

tahanan memasuki fasilitas pemasyarakatan di mana penelitian harus 

akurat. Sebelum pembinaan berlangsung, diharapkan para pelatih harus segera 

mengenali situasi kejiwaan para tahanan yang akan dibina. kekacauan pikiran 

dalam segala hal, misalnya di keluarga di rumah, dengan sesama tahanan, 
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pertama-tama harus disingkirkan sehingga tahanan secara serius menerima materi 

pelatihan dan dapat mengikuti pelatihan secara menyeluruh. Ada dua pendekatan 

dalam memberikan panduan bagi napi sesuai kebutuhan, yaitu: 

1. Pendekatan dari atas 

Itu adalah materi pembinaan yang berasal dari pelatih, atau paket pelatihan 

untuk tahanan telah disediakan dari atas. Para tahanan tidak ikut serta 

dalam menentukan jenis pelatihan yang akan mereka jalani, tetapi 

sebaliknya menerima bimbingan langsung dari para pelatih. Praktik 

pemandu ini masih digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Pekanbaru dalam memberikan panduan bagi narapidana pemasyarakatan. 

2. Pendekatan dari bawah 

Merupakan pendekatan untuk membimbing narapidana dari bawah adalah 

cara membina narapidana dengan memperhatikan kebutuhan penuntun 

atau belajar kebutuhan narapidana. Tidak setiap tahanan memiliki 

kebutuhan belajar yang sama dan minat belajar yang sama. 

Proses pembinaan ini semua kegiatan sangat tergantung pada masing-masing 

tahanan itu sendiri, dan fasilitas pembinaan adalah yang dimiliki oleh lembaga 

pemasyarakatan itu sendiri. Seorang tahanan sering tidak tahu apa yang 

dibutuhkan untuk pembinaan untuk dirinya sendiri atau kebutuhan belajarnya, ini 

karena tahanan tidak tahu dan tidak mengenal dirinya sendiri. Bimbingan 

narapidana yang menggunakan pendekatan dari bawah ini membawa konsekuensi 

tinggi bagi para pelatih karena para pelatih harus mampu menyediakan fasilitas 
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dan infrastruktur untuk pencapaian tujuan pembangunan yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

Ada perbedaan yang mencolok antara pendekatan dari atas dan pendekatan dari 

bawah, yaitu tujuan yang ingin dicapai melalui pembinaan. Pendekatan dari atas, 

tujuan yang ingin dicapai telah ditentukan oleh pelatih, sedangkan pendekatan dari 

bawah, tujuan yang ingin dicapai ditentukan oleh napi sendiri. Berdasarkan hal 

ini, bahwa pendekatan dari atas membuat para pelatih menentukan arah 

pembentukan narapidana, tujuan pembinaan sesuai dengan keinginan pelatih, 

sedangkan pendekatan dari bagian bawah tahanan telah menentukan apa yang 

akan sesuai dengan tujuan yang dibuat (CI Harsono, 1995:348-349). 

Setelah mengetahui secara singkat tentang pembentukan narapidana dalam 

sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan, dapat dikatakan secara 

prinsip, narapidana ini juga manusia biasa yang juga memiliki kesalahan dan 

kekurangan saat melakukan kejahatan atau kejahatan, tetapi juga memiliki potensi 

positif untuk dapat berkembang menjadi hal-hal yang berguna bagi dirinya, 

keluarganya, masyarakat dan bahkan negara. Dengan melakukan pembinaan atau 

menggali potensi positif pada seorang napi, diharapkan dapat mengubahnya 

menjadi seseorang yang lebih produktif untuk bekerja dalam hal-hal positif 

setelah napi selesai menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak 

mengulangi buruk perbuatan di masa depan. 
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D. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru 

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru terletak di Ibu Kota 

Provinsi Riau yakni Kota Pekanbaru yang merupakan pusat pemerintahan, 

pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, disamping 

pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. 

Dengan luas wilayah 632,23 Km2, Kota Pekanbaru menjadi salah satu 

kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang terus berkembang. 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 

dengan status “Penjara” terletak di Jl. Kota Samratulangi 

Pekanbaru, bersebelahan dengan pusat perbelanjaan dan perdagangan dan 

populasi perumahan. Sejalan dengan pesatnya perkembangan kota 

Pekanbaru, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan 

kelas "Kelas IV" yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 pindah ke 

celah yang cukup luas dan strategis yaitu di Jalan Pemasyarakatan Nomor 

19 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. 

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru memiliki luas 

2.938 m2 di atas lahan seluas 33.000 m2 mulai dibangun atau didirikan 

pada tahun 1977 dan mulai difungsikan pemakaiannya pada tahun 1978. 

Sampai pada tahun 2013 bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Pekanbaru banyak melakukan penambahan dan rehabilitasi gedung 

menggunakan dana APBN dan APBD di Provinsi Riau, seperti 

pembangunan Blok Hunian 2 (dua) Tingkat dengan luas 715 
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m 2, menggunakan dana dari APBD Provinsi Riau dengan anggaran hibah 

sebesar Rp 6 Miliar. 

2. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru 

Visi dan Misi serta Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di 

Pekanbaru merujuk pada Visi, Misi dan Sasaran Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia, yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Visi 

Memulihkan kesatuan hubungan kehidupan, kehidupan, dan mata 

pencaharian tahanan sebagai individu, anggota masyarakat, 

dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sebuah konstruksi manusia 

yang independen. 

b. Misi 

Melaksanakan perawatan terhadap narapidana, membina dan 

Membimbing Warga Pemasyarakatan serta pengelolaan Negara 

yang disita benda-benda dalam rangka penegakan 

hukum, pencegahan dan pengelolaan kejahatan serta promosi 

dan perlindungan Hak Asasi Manusia. 

c. Sasaran 

1) Melakukan pelatihan untuk Tahanan/Narapidana. 

2) Memberikan panduan, menyiapkan fasilitas dan mengelola 

hasil kerja. 

3) Melakukan bimbingan sosial/spiritual untuk Tahanan/Narap

idana. 
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4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan prinsip-prinsip 

Lapas. 

5) Melakukan urusan administrasi dan rumah tangga. 

6) Menciptakan kondisi Lapas yang kondusif dan aman. 

3. Tugas pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Pekanbaru 

a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan 

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru bertugas 

mengoordinasikan pengembangan kegiatan kerja, administrasi 

keamanan dan tertib serta manajemen administrasi termasuk 

kepegawaian, keuangan dan urusan rumah tangga, sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan narapidana 

pemasyarakatan/ penghuni penjara, dan menyelelenggaran 

beberapa fungsi: 

1) Menetapkan rencana kerja Lapas Kelas IIA Lapas 

Pekanbaru. 

2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Pemerintah 

Daerah dan instansi terkait. 

3) Mengkoordinasikan instruksi tindak lanjut yang terkandung 

dalam LHP. 

4) Melakukan pengawasan melekat pada lingkungan Lapas 

Kelas IIA Pekanbaru. 
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5) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin pada Lapas 

Kelas IIA Pekanbaru. 

6) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran pembangunan 

pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru. 

7) Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan pada Lapas 

Kelas IIA Pekanbaru. 

8) Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai pada 

Lapas Kelas IIA Pekanbaru. 

9) Mengkoordinasikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi 

Riau. 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

Memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan kepegawaian 

administrasi, keuangan, peralatan dan tata graha, sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan 

administrasi dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Pekanbaru, dengan fungsi: 

1) Menyiapkan rencana kerja untuk Sub Bagian Administrasi. 

2) Mengkoordinasikan distribusi, pengelolaan aliran surat 

masuk dengan sistem kartu kendali untuk memfasilitasi 

penerimaan informasi. 
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3) Mengatur arsip dan masalah dokumentasi dengan mengatur 

kegiatan untuk menyediakan, layanan pinjaman, 

menyimpan dan memelihara file dan dokumen kantor. 

4) Mengatur dan mengatur penggunaan, perawatan kendaraan 

resmi sehingga selalu siap digunakan. 

5) Melaksanakan pemeliharaan peralatan kantor, gedung 

kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan 

anggaran yang telah disiapkan. 

6) Selesaikan penghapusan atau penjualan peralatan kantor 

dan kendaraan resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

7) Mengkoordinasikan persiapan Daftar Kegiatan yang 

Diusulkan dan Daftar Proposal Proyek sebagai bahan untuk 

menyediakan dana kegiatan dan pengembangan. 

c. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik 

Memiliki tugas memberikan Bimbingan untuk Narapidana dan 

Penghuni Lapas berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, 

dalam konteks mempersiapkan Narapidana kembali ke masyarakat 

tidak melanggar hukum lagi dan baik, dengan fungsi-fungsi 

berikut: 

1) Mengembangkan rencana kerja untuk Bimbingan untuk 

Tahana /Penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan. 

2) Memberikan penilaian kinerja karyawan bawahan. 

3) Melakukan bimbingan bagi karyawan bawahan. 
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4) Melaksanakan administrasi di Bagian Bimbingan untuk 

Narapidana/Penghuni Lembaga Pemasyarakatan. 

5) Melakukan pengawasan melekat (Waskat). 

6) Menentukan program pelatihan, melalui tim pemantau 

TPP/Lembaga Pemasyarakatan dan memimpin proses. 

7) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dengan 

instansi terkait. 

8) Menyiapkan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada 

Kepala Lapas. 

d. Seksi Kegiatan Kerja 

Mengkoordinasikan, mempersiapkan pelaksanaan pedoman 

pelatihan kerja, dan mengelola hasil kerja sesuai dengan prosedur 

yang berlaku dalam rangka mengembangkan keterampilan 

tahanan/penghuni Lapas sebagai ketentuan saat kembali ke 

masyarakat, dengan fungsi: 

1) Mengembangkan rencana kerja Bagian Kegiatan kerja. 

2) Mengkoordinir penyediaan pedoman kerja bagi 

napi/penghuni Lapas. 

3) Memilih dan memanfaatkan keterampilan tahanan siswa 

terkemuka sebagai tutor dalam produksi barang. 

4) Mempersiapkan fasilitas untuk narapidana/fasilitas kerja 

narapi dan peralatan. 
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5) Mengelola pekerjaan untuk mendukung kegembiraan 

pekerjaan para tahanan/penghuni Lapas. 

6) Melakukan pelatihan karyawan di Bagian Kegiatan Kerja 

sebagai dasar untuk menentukan penilaian pelaksanaan 

kerja. 

7) Mengkoordinasikan administrasi di lingkungan Bagian 

Kegiatan Kerja dan melakukan pengawasan yang melekat 

(Waskat). 

8) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Lapas di 

bidang Rekayasa Pemasyarakatan dan membuat atau 

menyusun laporan pada Bagian Kegiatan Kerja. 

e. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban 

Memiliki tugas mengoordinasikan kegiatan administrasi keamanan 

dan tertib administrasi, mengatur jadwal tugas dan menggunakan 

peralatan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku, untuk 

menciptakan suasana yang tertib dan aman di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dengan fungsi-fungsi 

berikut: 

1) Mempersiapkan rencana kerja untuk Bagian Administrasi 

Keamanan dan Ketertiban. 

2) Melakukan bimbingan karyawan bawahan dan memberikan 

penilaian terhadap kinerja kerja karyawan bawahan. 
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3) Melakukan pemantauan yang melekat (Waskat) dan 

melaksanakan administrasi dalam Bagian Administrasi 

Keamanan dan Ketertiban. 

4) Mengatur jadwal tugas untuk menggunakan peralatan dan 

mendistribusikan tugas keamanan. 

5) Menerima dan memeriksa laporan harian dan risalah dari 

unit keamanan yang bertanggung jawab, dan menyusun 

laporan berkala dari sektor keamanan dan menegakkan 

aturan. 

6) Mengkoordinasikan pencarian acak dan insidental kamar 

hunian dengan bagian lainnya. 

7) Menyiapkan laporan berkala pada Bagian Administrasi 

Keamanan dan Ketertiban. 

f. Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan 

(KPLP) 

Memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas jaga sesuai 

jadwal untuk mencapai keamanan dan ketertiban di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Dalam menjalankan tugas 

Bagian Keamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) memiliki 

fungsi: 

1) Menyiapkan rencana kerja untuk Satuan Keamanan 

Lembaga Pemasyarakatan. 
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2) Mengawasi pelaksanaan keamanan dan pengawasan 

tahanan/mahasiswa. 

3) Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

Lembaga Pemasyarakatan. 

4) Mengawasi penerimaan, penempatan dan pelepasan 

Tahanan. 

5) Melakukan pemeriksaan keamanan dan pelanggaran 

pesanan. 

6) Menyiapkan laporan harian dan berita acara implementasi 

keamanan. 

7) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan 

bawahan. 

8) Melakukan Bimbingan dan Pengawasan terlampir (Waskat) 

kepada bawahan. 

9) Menyusun laporan keamanan berkala untuk Lembaga 

Pemasyarakatan. 

4. Keadaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru memiliki luas bangunan 

2.854 m2i atas lahan 33.300 m2 terdiri dari: 

a. Bangunan Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru 

seluas 660 m2 digunakan untuk menunjang kegiatan administrasi, 

pelayanan umum dan kegiatan lainnya. 



44 

 

b. Bangunani ruangi huniani bloki Ai terdirii darii 16i kamar,i 

dengani dayai tampungi sekitari lebihi kurangi 115i orangi dengani 

luasi 240i m2. 

c. Bangunani ruangi huniani bloki Bi terdirii darii 8i kamar,i dengani 

dayai tampungi lebihi kurangi 225i orangi dengani luasi 460i m2. 

d. Bangunani ruangi huniani bloki Ci terdirii darii 10i kamar,i 

dengani dayai tampungi lebihi kurangi 115i orangi dengani luasi 

330i m2. 

e. Bangunani ruangi huniani bloki Di terdirii darii 10i kamar,i 

dengani dayai tampungi lebihi kurangi 225i orangi dengani luasi 

291i m2. 

f. Bangunani ruangi huniani bloki Ei terdirii darii 9i kamar,i dengani 

dayai tampungi lebihi kurangi 60i orangi dengani luasi 174i m2. 

g. Bangunani ruangi huniani bloki Fi terdirii darii 5i kamar,i dengani 

dayai tampungi lebihi kurangi 70i orangi dengani luasi 95i m2. 

h. Bangunani ruangi huniani Straafi seli terdirii darii 5i kamari 

memilikii luasi 40i m2. 

i. Bangunani Bloki Gi terdirii darii 24i kamar,i dengani tampungi 

lebihi kurangi 74i orangi dengani luasi 110i m2. 

j. Bangunani ruangi huniani Tahanani Tipikori terdirii 9i kamar,i 

dengani dayai tampungi lebihi kurangi 350i orangi dengani luasi 

660i m2. 
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k. Bangunani Aulai ruangi serbai gunai untuki kegiatani WBPi dani 

pegawaii Lapasi Kelasi IIi Ai Pekanbaru,i dani kegiatani lainnyai 

dengani luasi 240i m2. 

l. Bangunani ruangi dapuri seluasi 166i m2i ditambahi gudangi berasi 

seluasi 21i m2. 

m. Bangunani ruangi pustakai Lapasi Kelasi IIi Ai Pekanbarui dengani 

luasi 45i m2. 

n. Bangunani Mesjidi ATTAQWAi dengani luasi 120i m2. 

o. Bangunani Gerejai dengani luasi 240i m2. 

p. Bangunan Pos atas Jaga sebanyak 4 buah seluas masing-masing 

dengan luas 16 m2. 

q. Bangunan ruang kegiatan kerja WBP dengan luas 25 m2. 

r. Pada Tahun 2013 Lapas Kelas IIA Pekanbaru mendapatkan 

bantuan Gedung Blok Hunian 2 lantai dari Pemerintah Provinsi 

Riau. 

5. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Pekanbaru 

Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui memilikii saranai 

prasaranai untuki kegiatanWargai Binaani dani pegawai,i sertai pelayanani 

umumi lainnya,dengani fasilitas: 

a. Memilikii lapangani Tenisi (Terbuka),i Bului Tangkisi (tertutupi 

dii aula), Tenis Meja, dan lapangan Takrau, disamping warga 
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binaan dapat melakukan gerak jalan santai setiap pagi dan sore 

hari, serta olahraga Futsal dan Volly Ball di lapangan tenis. 

b. Mesjidi AT-Taubahi untuki kegiatani ibadahi bagii wargai binaani 

dani pegawaii yangi beragamai Islam,i dani satui buahi Gerejai 

untuki kegaiatani ibadahi bagii WBPi dani pegawaii yangi 

beragamai kreistiani. 

c. Memilikii ruangi fasilitasi kesehatani (klinik),i dengani 2i orangi 

dokterumum, 2 orang perawat dan obat-obatan, disamping ada satu 

ruang inap sementara memakai ruang tahanan untuk narapidana 

yang sakit berkepanjangan, dan bila kondisi darurat diantar dan 

dirujuk ke Rumah Sakit. 

d. Memilikii 5i Kantini untuki memberikani pelayanani umumi bagii 

wargai binaan,i pegawaii dani tamui yangi membezuk. 

e. Memilikii 2i ruangi Tamui yangi digunakani wargai binaani 

menerimai keluargai yangi bezuk,i mulaii jami 9.00i sampaii 

dengani 12.00i WIB,i dani harii minggui liburi dani ditiadakani 

untuki bezuk. 

f. Memilikii 1i loketi Pendaftarani Tamui Bezuk,i didukungi sistemi 

komputerisasii Rekami Fotoi Wajahi Tamui (RFWT),i dani 

disediakani 25i buahi kursii duduki dibawahi atapi dihalamani 

depani parkir. 

g. Memilikii fasilitas Keamanan dan Ketertiban serta pengawasan 

berlapis, mulai Ruang P2U pintu pertama masuk tamu (dilakukan 
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check and recheck, dan tamu pria diberi cap tanda masuk 

ditangan). Disamping pemeriksaan bawang bawaan. Berlanjut ke 

Ruang Pemeriksaan kedua (didepan ruang KPLP) yang bertugas 

memeriksa ulang bawaan yang masuk, sekaligus memanggil warga 

binaan yang ada tamunya membezuk, melalui pengeras suara. Pos 

jaga digunakan untukpemantauan dan pengawasan terhadap warga 

binaan dan tamu. 

h. Memilikii 1i ruangi Konsultasii Hukum,i bagii wargai binaani 

yangi memerlukani konsultasii hukumi dengani pengacara,i ataui 

konsultasii lainnyai yangi berkaitani dengani kepentingani wargai 

binaani dani Lapas. 

i. Memilikii 1i bangunani ruangi pustakai dalami kerangkai 

meningkatkani minati bacai dani pendalamani ilmui pengetahuani 

wargai binaan. 

j. Memilikii 1i ruangi pelatihani kerjai untuki kegiatani yangi 

menambahi keterampilani dani keahliani wargai binaan,i bilai 

kembalii kemasyarakati nantinya. 

k. Memilikii seperangkati Alati Band,i gunai mendukungi kegiatani 

keseniani wargai binaan. 

6. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Pekanbaru adalah sebanyak 120 orang, terdiri dari: 
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Tabel II.1 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lapas Kelas II A Pekanbaru 

 

No Keterangan Jumlah 

1 Pejabat Struktural 14 orang 

2 Pegawai Aministrasi dan Staf 12 orang 

3 Petugas Pengamanan 90 orang 

4 Petugas Kesehatan   4 orang 

Jumlah Total 120 orang 

      Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, November 2019. 

Dilihat dari tingkat pendidikan PNS Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Pekanbaru adalah sebagi berikut :  

Tabel II.2 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lapas Kelas II A Pekanbaru Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 SD sederajat - 

2 SMP sederajat - 

3 SMA sederajat                  94 orang 

4 D3 3 orang 

5 S1                  17 orang 

6 S2 6 orang 

Jumlah Total                  120 orang 

      Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, November 2019. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Mengalami 

Gangguan Kejiwaan Pada Saat Menjalani Masa Pemidanaan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru 

Sebelum membahas rumusan masalah yang penulis tentukan dalam skripsi 

ini, penulis merasa perlu mengetahui terlebih dahulu data tentang narapidana yang 

mengalami gangguan kejiwaan saat menjalani masa pidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, karena dengan mengetahui data-data ini, 

maka penulis akan lebih mudah mengolah data sehingga rumusan masalah yang 

penulis tentukan dalam skripsi ini dapat dijawab dengan benar dan akurat. 

Data narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan saat menjalani 

hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah sebagai 

berikut: 

1. Data Identitas 

Nama : Ishak Simanjuntak Alias Ucok Bin Liber Simanjuntak 

Nomor Induk : 078201203120001 

Tanggal Lahir : 28 Februari 1988 

Alamat : Jl. Jawa Gg. Cempaka No. 63 RT. 04 RW. 07 Kel. Gajah Sakti. 

Kec. Mandau. Kab. Bengkalis 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 
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2. Data Registrasi 

Status   : Aktif 

Jenis Registrasi  : Hukuman seumur hidup 

No Registrasi  : SH/03/2014 

No. Berkas  : 078201203120001 

Kejahatan   : Pembunuhan 

Pasal   : 340 

Undang-Undang  : KUHP 

Sisa Pidana  : Seumur Hidup 

Risalah Kejadian Perkara: 

Pada Hari Minggu Tanggal 16 Agustus 2010 sekitar pukul 21.00 Wib telah 

terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban An. Bripka Alex 

Jensen Simbolon dan Bripka Yosef Marbun (keduanya anggota polisi 

Polsek Pinggir) yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka 

dengan saksi Jimmy Marbun, Heriyadi, Rianto serta Budi, Pii, Saring, 

Dono, Cenos dan Waris (belum tertangkap). Kedua korban dibunuh 

dengan 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu hingga meninggal 

dunia dan mayatnya dibuang di Sungai. 

3. Putusan Akhir 

Nomor Putusan  : 135/PID/2011/PTR 

Tanggal Putusan  : 13 Juni 2011 

Lama Pidana  : Seumur Hidup 

Tanggal Mulai Ditahan : 03 Oktober 2010 
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Wargai negarai yangi bersalahi dani menjalanii masai pidananyai dii Lembagai 

Pemasyarakatani dinamakani narapidanai (Sudirohusodo,i 2002:13).i Narapidanai 

merupakani anggotai darii masyarakati umumi yangi memilikii haki dani kewajibani 

sebagaimanai wargai negarai lainnya,i dikarenakani perlakuannyai dalami kehidupani 

sehari-harii telahi melakukani kesalahani yaitui melanggari hukumi yangi berlaku,i 

makai untuki sementarai waktui dimasukkani kei dalami Lembagai Pemasyarakatani 

dani akani kehilangani kemerdekaannya atau kebebasannya dalami waktui tertentui 

(Sudirohusodo,i 2002:14). 

Menuruti Poernomoi (1985:70)i narapidanai adalahi individui yangi telahi 

terbuktii melakukani tindaki pidanai dani kemudiani olehi pengadilani dijatuhii 

hukumani ataui pidana.i Pengadilani mengirimkani narapidanai tersebuti kei Rumahi 

Tahanani ataui Lembagai Pemasyarakatani untuki menjalanii hukumani sampaii 

habisi masai pidananya. Menuruti Undang-Undangi RIi Nomori 12i Tahuni 1995 

tentang Pemasyarakatan Pasali 1i ayati 6i Terpidanai adalahi seseorangi yangi 

dipidanai berdasarkani putusani pengadilani yangi telahi memperolehi kekuatani 

hukumi tetap. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Narapidanai adalahi 

Terpidanai yangi menjalanii pidanai dani hilangi kemerdekaannyai dalami waktui 

tertentui dani dii tempatkani dii Lembagai Pemasyarakatan. 

Pembinaani narapidanai mempunyaii artii bahwai seseorangi yangi berstatusi 

narapidanai akani diubahi menjadii seseorangi yangi baik.i Atasi dasari pengertiani 

yangi demikiani tersebut,i makai sasarani yangi perlui dibinai adalahi pribadii dani 

budii pekertii narapidana,i yangi didorongi untuki membangkitkani dirii sendirii dani 

orangi lain,i sertai mengembangkani rasai tanggungi jawabi untuki menyesuaikani 
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dirii dengani kehidupani yangi tenterami dani sejahterai dalami masyarakati dani 

selanjutnyai berpotensii menjadii manusiai yangi berbudii luhuri dani bermorali 

tinggii (Poernomo,i 1985:186). 

Poernomoi (1985:187)i jugai menambahkani bahwai pembinaani narapidanai dii 

Lembagai Pemasyarakatani tidaki lepasi darii tujuani pemidanaani yangi nantinyai 

bisai mengubahi perilakui seseorangi yangi jahati menjadii manusiai yangi baik.i 

Pidanai padai hakikatnyai adalahi suatui hukumani ataui sanksii yangi diberikani 

kepadai pelakui olehi hakimi yangi memutuskani perkarai karenai terbuktii 

melakukani tindaki pidana. 

Pembinaani yangi dilakukani terhadapi narapidanai harusi berdasarkani 

Pancasilai dani Undang-Undangi Dasari Negarai Republiki Indonesiai Tahuni 1945.i 

Padai hakekatnyai pembinaani narapidanai harusi dimulaii sejaki narapidanai 

tersebuti masuki kei Lembagai Pemasyarakatan.i Prosesi pembinaani yangi dilakukani 

dii lembagai pemasyarakatani tidaki bolehi mencideraii hak-haki asasii manusiai 

narapidana,i karenai narapidanai jugai samai sepertii manusiai lainnyai yangi harkati 

dani martabatnyai harusi diakui,i dihormati,i dani dilindungii olehi parai pihak-pihaki 

yangi adai dii Lembagai Pemasyarakatan,i karenai narapidanai jugai merupakani 

makhluki sosial,i sebagaii makhluki sosiali narapidanai tidaki dapati hidupi sendiri.i 

Narapidanai harusi hidupi bersama-samai dengani orangi lain,i hali inii sesuaii dengani 

tujuani pembinaani yaitui mengenali dirii sendirii secarai penuhi untuki menentukani 

kesadarani dirii sendirii dani mampui melakukani perubahani dirii kei arahi yangi 

lebihi baiki dani lebihi positif,i olehi sebabi itui kesadarani merupakani hali yangi 

pentingi untuki diketahuii olehi narapidanai agari dapati dengani mudahi mengikutii 
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prosesi pembinaani dii lembagai pemasyarakatani dani dapati menerapkannyai dii 

tengah-tengahi masyarakati ketikai selesaii menjalanii masai pidana. 

Masai hukumani narapidanai yangi satui dengani narapidanai yangi laini 

berbeda.i Lama masahukumani yangi harusi dijalanii olehi parai narapidanai 

didasarkani atasi berati ringannyai tindaki kejahatani yangi dilakukani olehi 

narapidanai tersebut.i Hali tersebuti diaturi didalami Kitabi Undang-Undangi Hukumi 

Pidanai yangi memuati tentangi seluruhi tindaki kejahatani yangi dilakukani 

masyarakati besertai sanksi-sanksinya. 

Menjalanii kehidupani sebagaii narapidanai dii Lembagai Pemasyarakatani 

bukani merupakani sesuatui yangi menyenangkan.i Individui dituntuti melakukani 

penyesuaiani terhadapi kehidupani dii dalami Lembagai Pemasyarakatan.i 

Penyesuaiani yangi dilakukani terhadapi kehidupani narapidanai membutuhkani 

variabeli waktu.i Situasii lingkungani yangi terpaksai harusi didapat,i dibedakani atasi 

lingkungani fisiki maupuni sosial.i Lingkungani fisiki adalahi semuai bendai matii 

yangi adai dii sekelilingi narapidana,i misalnyai ruangani sel,i bangunani penjarai dani 

pagari penjara.i Sedangkani lingkungani sosiali terdirii darii temani satui sel,i sipir,i 

tukangi kebun,i timi medisi penjara,i jurui masak,i dani rohaniawan. 

Selamai beradai dii Lembagai Pemasyarakatan,i ruangi geraki narapidanai 

dibatasii dani merekai terisolasii darii masyarakat.i Keadaani sepertii inii dapati 

menjadii stressori yangi menyebabkani stresi padai narapidana.i Stresi yangi 

dirasakani olehi individui yangi menimbulkani upayai untuki melakukani reaksii 

terhadapi stresi yangi dialaminya.i Reaksii tersebuti merupakani suatui aktivitasi 

untuki melakukani penyesuaiani dirii terhadapi situasii perangsangi tertentu,i yangi 
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apabilai tidaki dapati dilakukani dengani baiki akani menyebabkani gangguani fisiki 

maupuni kejiwaani (Doelhadi,i 1997:380). 

Menuruti Undang-Undangi Nomori 18i Tahuni 2014i tentangi kesehatani jiwai 

disebuti orangi dengani gangguani jiwai yangi selanjutnyai disingkati ODGJi adalahi 

orangi yangi mengalamii gangguani dalami pikiran,i perilaku,i dani perasaani yangi 

termanifestasii dalami bentuki sekumpulani gejalai dan/ataui perubahani perilakui 

yangi bermakna,i sertai dapati menimbulkani penderitaani dani hambatani dalami 

menjalankani fungsii orangi sebagaii manusia. 

Pasali 1i angkai (2)i Undang-Undangi Nomori 33i Tahuni 1966i tentangi 

Kesehatani Jiwai memberikani pengertiani penyakiti jiwai adalahi sesuatui 

perubahani padai fungsii jiwa,i yangi menyebabkani adanyai gangguani padai 

kesehatani jiwa.i Yosepi mengungkapkan,i gangguani jiwai adalahi : 

“Gangguan dalam cara berpikir (cognitive), kemauan (volition), emosi 

(affective), tindakan (psychomotor). Kumpulan dari keadaan-keadaan yang 

tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan 

mental. Keabnormalan tersebut yaitu: gangguan jiwa (Neurosa) dan sakit 

jiwa (psikosa). Keabnormalan terlihat dalam berbagai macam gejala yang 

terpenting di antaranya adalah: ketegangan (tension), rasa putus asa dan 

murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa 

(convulsive),hysteria, rasa, lemah, tidak mampu mencapai tujuan, takut, 

pikiran-pikiran buruk” (Yosep, 2015:15). 

 

Berdasarkani pemaparani dii atasi disimpulkani bahwai gangguani jiwai 

adalah orang yang sudah tidak waras lagi sebagaimana orang kebanyakan atau 

orang yang mengalami gangguani baiki dalami carai berfikir,i kemauan,i emosi,i 

dani tindakani yangi berhubungani dengani fisiki dani mentali yangi dapati 

dilihati dengani berbagaii cara,i sepertii ketegangan,i rasai putusi asa,i murung,i 
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gelisah,i cemas,i perbuatan-perbuatani yangi terpaksa,i perasaani takut,i dani 

pikiran-pikirani buruki yangi dialamii olehi seseorang. 

Manusiai yangi mengalamii gangguani jiwai bukani hanyai terdirii darii orangi 

tuai saja.i Anaki muda,i miskin,i kaya,i pejabat,i rakyati biasai dani berbagaii 

profesii dani sratai dapati mengalamii gangguani jiwa.i Gangguani jiwai 

termasuki salahi satui penyakiti yangi palingi ditakutii olehi semuai orang.i Iai 

tidaki memandangi usiai dani status.i Penyakiti mentali inii dapati kenai siapai 

saja,i faktornyai puni bermacam-macam,i baiki akibati jatuhi bangkrut,i putusi 

cinta,i meninggali orangi yangi disayangii dani cintaii maupuni berbagaii faktori 

lainnya. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa: 

Responi yangi munculi darii kondisii stresi narapidanai dii antaranyai 

yaitui narapidanai merasai cemas,i gelisah,i tidaki puas,i mudahi marah,i 

mudahi tersinggung,i menjadii pemurungi ataui menutupi dirii dani laini 

sebagainya.i Sedangkani responi fisiologisi yangi dialamii parai narapidanai 

antarai laini narapidanai merasai seringi pusingi ataui sakiti kepala,i batuk,i 

terkenai penyakiti kuliti karenai kondisii lingkungani penjarai yangi serbai 

terbatas,i dani berbagaii penyakiti lain.Dengani kondisii lingkungani 

Lembagai Pemasyarakatani yangi serbai terbatas,i baiki saranai dani 

prasarananya,i ditambahi dengani pergaulani dengani sesamai narapidanai 

darii berbagaii macami tindaki kejahatan,i dani jugai narapidanai merasai 
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kehilangani “kemerdekaannya”i dalami waktui yangi relatifi lamai makai 

wajari apabilai narapidanai mengalamii stresi (Wawancara,i 2019). 

Manusiai yangi mengalamii gangguani jiwai bukani hanyai terdirii darii orangi tuai 

saja.i Anaki muda,i miskin,i kaya,i pejabat,i rakyati biasai dani berbagaii profesii dani 

sratai dapati mengalamii gangguani jiwa.i Gangguani jiwai termasuki salahi satui 

penyakiti yangi palingi ditakutii olehi semuai orang.i Iai tidaki memandangi usiai dani 

status.i Penyakiti mentali inii dapati kenai siapai saja,i faktornyai puni bermacam-

macam,i baiki akibati jatuhi bangkrut,i putusi cinta,i meninggali orangi yangi 

disayangii dani cintaii maupuni berbagaii faktori lainnya. 

Berdasarkani hasili wawancarai penulisi dengani Dokteri Rumahi Sakiti Jiwai 

Tampani Pekanbaru mengenai ciri dan faktor penyebab narapidana mengalami 

gangguan jiwa, diperolehi keterangani bahwa: 

Terdapati beberapai penyebabi narapidanai yangi mengalamii gangguani 

kejiwaan,i khususnyai dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui 

sepertii individui tersebuti suliti untuki beradaptasii dengani lingkungani dani 

hali tersebuti dapati menimbulkani stresi dani lamai menjalanii masai 

hukuman.i Selaini itui faktori lingkungani fisiki Lembagai pemasyarakatani 

kurangi memberikani stimulusi positif.i Kondisii semacami inii merupakani 

situasii yangi tidaki menyenangkani dani cenderungi membosankan.i 

Sedangkani narapidanai yangi terjerati kasusi pembunuhan,i pelakunyai 

kebanyakani mengalamii stresi berati karenai traumai ataui hukumani yangi 

harusi dijalaninyai terlalui lamai sehinggai sisai hidupnyai harusi dihabiskani 

dalami teralii besii (Wawancara,i 2019). 
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Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia menegaskan: 

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental 

berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus 

atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan 

martabat kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan 

berpartisispasi dalam kehidupan bermasyrakat, berbangsa, dan 

bernengara.” 

 

Undang-undang di atas secara eksplisit menyatakan bahwa setiap warga 

negara, termasuk mereka yang cacat mental (gangguan kejiwaan) memiliki hak 

untuk menerima perawatan atau bantuan khusus dari negara untuk menjamin 

kehidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia, meningkatkan 

kepercayaan diri, kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, 

kehidupan nasional dan negara. Artinya narapidana yang mengalami gangguan 

jiwa memili hak untuk menerima perawatan dan pembinaan yang layak sesuai 

dengan martabat manusia. 

Para ahli psikiatrik setuju bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang 

yang menderita kegilaan adalah: 

1. Depresi berat. Depresi adalah kondisi abnormal yang berkaitan dengan 

perasaan yang menyebabkan seseorang menjadi asosial. Penyebab depresi 

biasanya karena pengaruh organobiologis (kondisi tidak seimbang), 

psikologis (beban fisik berlebihan), dan sosial-lingkungan (kehilangan 

mata pencaharian, bencana, dll); dan 
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2. Keturunan. Orang tua yang mengalami kegilaan biasanya akan ditularkan 

ke salah satu anak mereka. 

Narapidana yang menderita gangguan mental di Indonesia jarang terjadi, 

terutama setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 

Pemasyarakatan, sepengatahuan penulis di Lapas di Indonesia, ada banyak kasus 

narapidana dengan gangguan mental ringan, tetapi untuk kasus narapidana gila 

tidak pernah terjadi. 

Kasusi narapidanai yangi mengalamii gangguani kejiwaani dii Indonesiai 

jarangi sekalii terjadi.i Biasanyai narapidanai yangi beradai dii Lembagai 

Pemasyarakatani lebihi banyaki mengalamii depresii dani stressi berat.i Dii Lembagai 

Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru,i kasusi narapidanai yangi mengalamii 

gangguani kejiwaani pertamai kalii terjadii yangi menimpai Ishaki Simanjuntak. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi. Binadik Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa: 

Kasusi narapidanai yangi mengalamii gangguani kejiwaani dii Lembagai 

Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui inii menimpai Ishaki Simanjuntak,i 

yaitui pelakui pembunuhi 2i (dua)i orangi anggotai Kepolisiani Polseki 

Pinggir,i Kabupateni Bengkalis,i dani olehi pengadilani divonisi bersalahi 

melakukani tindaki pidanai pembunuhani berencanai dani dihukumi seumuri 

hidupi sehinggai kepadanyai dikenakani Pasali 340i KUHPi (Wawancara,i 

2019). 

Pada dasarnya narapidana adalah sumber daya manusia yang harus 

diperlakukan dengan benar dan manusiawi dalam sistem pembinaan yang 
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dilakukan oleh Petugas Lapas di Lembaga Pemasyarakatan. Semua peraturan 

tentang narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, sehingga fokus penelitian ini adalah pada pelaksanaan 

pembinaan bagi narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan saat menjalani 

hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa: 

Narapidanai yangi terindikasii gangguani jiwai berati dii Lembagai 

Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui hanyai adai satui yaitui bernamai 

Ishaki Simanjuntaki Aliasi Ucok.i Narapidanai inii dihukumi seumuri hidup.i 

Wajari bahwai narapidanai tersebuti mengalamii gangguani jiwa,i karenai 

dulunyai iai bebasi melakukani aktivitasi dii dalami masyarakati sertai tidaki 

adai tekanani apapun,i mungkini padai waktui beradai dalami Lembagai 

Pemasyarakatani iai merasai terkekangi olehi aturani yangi ada,i karenai dii 

Lembagai Pemasyarakatani itui semuai aktifitasi narapidanai itui diaturi olehi 

Petugasi Lembagai Pemasyarakatani (Wawancara,i 2019). 

Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, faktor-faktor 

yang menyebabkan para tahanan diindikasikan sebagai gangguan mental yang 

parah karena faktor mereka sendiri. Faktor-faktor ini termasuk tahanan yang 

berpikir tentang lama penahanannya, merasa terkekang oleh kondisi baru yang 

tidak bebas seperti di luar penjara dan merasakan penyesalan atau rasa bersalah 

yang berlebihan. 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi. Binadik Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa: 

Kami telah melakukan pembinaan sesuai dengan prosedur yang ada, 

sehingga jika ada masalah yang muncul seperti para napi yang mengalami 

gangguan mental itu tergantung pada faktor mereka sendiri (Wawancara, 

2019). 

Menuruti Kasi.i Binadiki Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru,i 

narapidanai yangi terindikasii gangguani jiwai berati yangi bernamai Ishaki 

Simanjuntaki aliasi Ucoki tersebuti mengalamii gangguani jiwai disebabkani karenai 

dirinyai sendirii ataui faktori subjektif.i Karenai pihaki Lapasi sudahi melakukani 

pembinaani sesuaii proseduri yangi ada. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Pekanbaru mengenai pembinaan yang diterapkan di lembaga 

pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru, dijelaskan bahwa: 

Pembinaani yangi diterapkani dii lembagai pemasyarakatani kelasi IIAi 

Pekanbarui mencakupi pembinaani kepribadiani (mentali dani spritual)i sertai 

pembinaani kemandirian.i Pembinaani kepribadiani diarahkani padai 

pembinaani mentali dani wataki agari wargai binaani pemasyarakatani 

menjadii manusiai seutuhnya,i bertakwai dani bertanggungi jawabi kepadai 

dirii sendiri,i keluargai dani masyarakat.i pembinaani kemandiriani diarahkani 

padai pembinaani bakati dani keterampilani agari wargai binaani 

pemasyarakatani dapati kembalii berperani sebagaii anggotai masyarakati 

yangi bebasi dani bertanggungi jawab (Wawancara, 2019). 
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Pembinaani dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui diawalii 

dengani pendaftarani narapidana.i Pendaftarani tersebuti meliputi:i identitasi 

narapidana,i Putusani Pengadilan,i barangi dani uangi yangi dibawa,i kesehatannya.i 

Sertai pembinaani narapidanai inii jugai diberikani pengertian-pengertiani mengenaii 

carai hidupi dalami rangkai menjalanii hidupi dii Lembagai Pemasyarakatan,i selaini 

itui petugasi jugai menjelaskani aturan-aturani yangi diberlakukani dii Lembagai 

Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui tersebuti antarai laini adalah:i haki dani 

kewajibani narapidanai selamai beradai dii dalami Lapas,i tatai tertibi yangi berlakui 

dii dalami Lapasi sertai sanksii yangi diberikani bilai melanggari peraturani dii dalami 

Lapas.i Selaini itui jugai diadakani wawancarai ataui konselingi untuki mengetahuii 

kepribadian,i sikapi jiwa,i keadaani keluarga,i lingkungan,i pendidikani dani 

pekerjaani sertai latari belakangi dilakukannyai tindaki pidana. 

Wujudi pembinaani yangi dilakukani olehi petugasi Lembagai 

Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui terbagii menjadii duai yaitui programi 

kepribadiani dani kemandirian, yaitu: 

1. Pembinaan kepribadian 

Pembinaan kepribadian untuk waktu tertentu, sehingga narapidana di masa 

depan tidak melakukan kejahatan lagi dan mematuhi hukum yang berlaku 

di masyarakat. membina narapidana yang dipengaruhi oleh komunitas luar 

yang menerima narapidana menjadi anggota. Arah pembinaan bertujuan 

untuk menumbuhkan narapidana pribadi agar tidak mengulangi kejahatan 

mematuhi aturan hukum, membina hubungan antara tahanan dan 
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komunitas luar, sehingga mereka dapat berdiri sendiri dan menjadi 

anggota. Adapun pembinaan kepribadian ini, yaitu: 

a. Pembinaan Kesadaran Beragama 

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 

tentangTentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 

Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa setiap narapidana 

dan warga binaan pemasyarakatan diharuskan menghadiri program 

pendidikan dan bimbingan keagamaan sesuai dengan agama dan 

kepercayaan mereka. Upaya ini dilakukan agar para narapidana dan 

mwarga binaan pemasyarakatan menjauh dari tindakan tidak 

terhormat dan bertindak melawan hukum, oleh karena itu 

pendidikan agama di lembaga pemasyarakatan sangat penting, 

terutama dalam membangkitkan kesadaran keagamaan bagi para 

tahanan di Lembaga Pemasyarakatan. Pendalaman ajaran agama 

harus disertai dengan praktik keagamaan yang dituntut oleh agama 

yang mereka anut. Kehidupan keagamaan bagi narapidana dan 

penghuni pemasyarakatan harus mewarnai kehidupan di dalam 

Lapas karena kehidupan keagamaan akan menginspirasi 

narapidana lain untuk berpartisipasi dalam memperdalam 

ajaran agama mereka. Kewajiban untuk menjalankan ajaran agama 

yang dianutnya saat menjalani kpidana, akan sangat berguna bagi 

para tahanan dan para penghuni Lembaga Pemasyarakatan.    
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Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa: 

Pembinaani kesadarani beragamai dilakukani dengani cara-carai antarai 

lain:i untuki narapidanai dani anaki didiki pemasyarakatani yangi 

beragamai Islami yaitui dengani carai melakukani kegiatani keagamaan.i 

Kegiatani keagamaani berupai kegiatani wirid,i pesantreni kilat,i ceramahi 

agama,i diskusii dani pengajiani rutini dani berkala,i MTQi antari Lapasi 

dii mesjidi AT-Taubah.i Bagii yangi beragamai kristeni dilakukani 

kebaktiani dalami gerejai yangi telahi disediakani (Wawancara,i 2019). 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi. Binadik Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa: 

Narapidanai Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui kurangi 

memilikii kesadarani dalami mengikutii kegiatani pembinaani keagamaan.i 

Parai narapidanai lebihi memilihi untuki berdiami dii dalami kamarnyai 

darii padai melaksanakani aktifitasi keagamaani yangi berlangsungi dii 

Lembagai Pemasyarakatani (Wawancara,2019). 

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara 

Upaya ini dilakukan melalui penhayatan Pancasila, termasuk 

membuat tahanan dan mahasiswa penjara sadar sehingga mereka 

bisa menjadi warga negara yang baik dan dapat melayani bangsa 

dan negara mereka. 

Berdasarkani hasili wawancarai penulisi dengani Kepalai Lembagai 

Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru,i diperolehi keterangani bahwa: 
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Pembinaani kesadarani berbangsai dani bernegarai tersebuti dilakukani 

dengani carai mengikutsertakani narapidanai dalami Upacarai Benderai 

setiapi proklamasii kemerdekaani Republiki Indonesiai tanggali 17i Agustusi 

dani padai harii Lembagai Pemasyarakatan.i Setiapi wargai negarai termasuki 

narapidanai harusi memahamii pengertiani kesadarani berbangsai dani 

bernegarai secarai benari sehinggai mampui menerapaknnyai dalami 

kehidupani dii masyarakati (Wawancara,i 2019). 

Berdasarkani hasili wawancarai penulisi dengani Kasi.i Binadiki Lembagai 

Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru mengenai pembinaan kesadaran berbangsa 

dan bernegara, diperolehi keterangani bahwa: 

Pembinaani kesadarani berbangsai dani bernegarai bagi narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatani diterapkani melalui kegiatan baris-berbarisi 

danupacarai benderai yangi wajibi diikutii narapidanai dani anaki didiki 

pemasyarakatani padai setiapi Proklamasii kemerdekaani Republiki 

Indonesiai dani padai harii Lembagai Pemasyarakatan dengan selalui 

mengucapkani Caturi Dharmai Narapidanai (empati janjii narapidana) yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kamii narapidanai berjanjii menjadii manusiai susilai yangi berpancasilai 

dani berjanjii menjadii manusiai pembangunani yangi aktifi dani 

produktif. 

2. Kamii narapidanai menyadarii dani menyesalii sepenuhnyai perbuatani 

yangi pernahi kamii lakukani dani berjanjii tidaki akani mengulangii lagii 

perbuatani yangi melanggari hukum. 
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3. Kamii narapidanai berjanjii memeliharai tatai krama,i tatai tertib,i 

melakukani perbuatani yangi utamai sertai menjadii contohi teladani 

dalami lembagai pemasyarakatan. 

4. Kamii narapidanai dengani tulusi ikhlasi menerimai bimbingan,i 

dorongani sertai patuh,i taat,i hormati kepadai petugasi dani pembinai 

pemasyarakatani (Wawancara,i 2019). 

c. Pembinaan Pengembangan Kemampuan Intelektual 

Bimbingan ini diperlukan agar para narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan memiliki pengetahuan dan kemampuan berpikir 

yang meningkat, sehingga diharapkan dapat mendukung kegiatan 

positif yang dibutuhkan selama masa pembentukan. Sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

1999 Tentang Persyaratan dan Prosedur untuk Pelaksanaan Hak-

Hak Tahanan, dinyatakan bahwa setiap penjara diharuskan untuk 

melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk Narapidana 

dan Siswa Pemasyarakatan dan berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) 

dan ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Lapas harus diberikan 

pendidikan dan pengajaran petugas dan dalam melaksanakan 

pendidikan dan pengajaran, yang Lapas Kepala dapat berkolaborasi 

dengan instansi pemerintah yang lingkup tugas meliputi bidang 

pendidikan dan kebudayaan, dan / atau badan masyarakat yang 

bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran. Mandat Pasal 
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dalam Peraturan Pemerintah tidak terjadi di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.  

Kasi.i Binadiki Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru,i 

diperolehi keterangani bahwa: 

Pengembangan kemampuan intelektual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Pekanbaru hanya berjalan di bidang pendidikan non-formal, seperti 

kegiatan kuliah umum dan kesempatan terbuka bagi narapidana dan siswa 

lembaga pemasyarakatan untuk membaca buku-buku yang tersedia di 

perpustakaan Lapas dan mendapatkan informasi seluas mungkin dari luar, 

misalnya dengan membaca koran atau majalah, dll (Wawancara, 2019). 

d. Pengembangan Kesadaran Hukum 

Pengembangan kesadaran hukum dilakukan dengan memberikan 

penyuluhan hukum kepada narapidana dan mahasiswa 

pemasyarakatan dengan tujuan agar narapidana dan mahasiswa 

pemasyarakatan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, sehingga 

narapidana dan mahasiswa pemasyarakatan sebagai anggota 

masyarakat dapat mengetahui tentang aturan hukum yang berlaku 

dan mengetahui kebutuhan akan hak dan kewajiban yang berlaku. 

Kasi.i Binadiki Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru,i 

diperolehi keterangani bahwa: 

Pengembangan kesadaran hukum dilakukan dengan melakukan konseling 

hukum oleh Kantor Regional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

dan oleh petugas bantuan hukum. Perkembangan kesadaran hukum 
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di fasilitas pemasyarakatan kelas IIA tidak berjalan dengan lancar 

karena tidak banyak tahanan yang tertarik untuk berpartisipasi dalam 

proses pengembangan kesadaran hukum (Wawancara, 2019). 

e. Perkembangan Fisik 

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 

1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak 

Tahanan Pidana yang menyatakan bahwa setiap narapidana dan 

mahasiswa pemasyarakatan berhak mendapatkan perawatan fisik 

berupa pemberian kesempatan untuk olahraga dan rekreasi, 

penyediaan perlengkapan pakaian, dan perlengkapan tidur dan 

perlengkapan mandi. 

Untuk menjaga kondisi kesehatan fisik, olahraga diberikan kepada 

penghuninya sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Dalam Lapas 

kegiatan olahraga seperti bulu tangkis, tenis meja, bola voli dan 

sebagainya diadakan. Pelaksanaan kegiatan ini selalu di bawah 

bimbingan dan pengawasan petugas.    

Berdasarkan hasil wawancara penulis denganKasi.i Binadiki Lembagai 

Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru,i diperolehi keterangani bahwa: 

Bentuk perkembangan fisik dilakukan melalui beberapa cabang olahraga, 

termasuk tenis, bulu tangkis, takraw, tenis meja, fulsal dan lain-

lain. Pelatihan fisik di lembaga pemasyarakatan juga mengadakan 

kompetisi olahraga yang diadakan di antara kamar sesama tahanan 

(Wawancara, 2019).    
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Dengan demikian, diketahui bahwa perkembangan kepribadian yang 

ditemukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Pekanbaru meliputi:  

a. Menumbuhkan kesadaran beragama (spiritual), bagi mereka yang 

beragama Islam kegiatan penhajian rutin dilakukan di masjid, bagi 

mereka yang beragama Kristen, layanan ibadah di gereja telah 

disediakan. 

b. Membina kesadaran bangsa dan negara dalam bentuk Upacara 

Bendera setiap 17 Agustus setiap tahun dan upacara kenegaraannya 

dan lainnya.     

c. Pengembangan kemampuan intelektual dengan membuka peluang 

bagi para tahanan dan siswa lembaga pemasyarakatan untuk membaca 

buku-buku yang tersedia di perpustakaan Lapas dan memperoleh 

informasi seluas mungkin dari luar, misalnya dengan membaca koran 

atau majalah, dan sebagainya.   

d. Pengembangan kesadaran hukum dalam bentuk konseling hukum oleh 

Kantor Regional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan 

dilakukan oleh petugas bantuan hukum.   

e. Membina kebugaran fisik. Untuk menjaga kondisi kesehatan fisik, 

penghuninya diberikan kegiatan olah raga dan seni di pusat penahanan 

sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Dalam Lapas, kegiatan olahraga 

seperti bulu tangkis, tenis meja, bola voli dan sebagainya 

diadakan. Pelaksanaan kegiatan ini selalu di bawah bimbingan dan 

pengawasan petugas. 
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2. Pembinaan Kemandirian 

Selaini melakukani pembinaani kepribadiani bagii narapidana,i petugasi 

dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui jugai melakukani 

pembinaani kemandirian.i Pembinaani kemandiriani merupakani salahi 

satui pembinaani yangi mempunyaii manfaati langsungi bagii narapidanai 

untuki menjadikani merekai manusiai yangi tampili dani mandiri.i 

Pembinaani itui sendirii bermuarai padai adanyai perubahani kearahi yangi 

lebihi baiki darii sebelumnya.i Programi pembinaani kemandiriani dapati 

dilaksanakani dengani kegiatani pembuatani sendali hotel,i tenun,i jahiti 

dani pertaniani maupuni perkebunan.i Dengani demikian,i pembinaani 

kemandiriani dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui 

dilakukani dengani memberikani ketrampilani dani keahliani kerjai 

melaluii pelatihani dani pengembangani bakati kerjai wargai binaan. 

Berdasarkani wawancarai penulisi dengani Kepalai Lembagai 

Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui apakahi semuai wargai binaani 

mengikutii bimbingani kemandirian,i diperolehi informasii bahwa: 

Bagii wargai binaani yangi akani mengikutii bimbingani kemandiriani 

harusi ditelitii dahulu,i sesuaii dengani bakati dani minati sertai 

manfaatnyai dii masai depani bagii masing-masingi wargai binaan.i 

Penelitiannyai dilakukani dengani jalani melakukani wawancarai tentangi 

ketrampilani apai yangi dimiliki,i kalaupuni tidaki memilikii ketrampilani 

makai petugasi mengarahkani bimbingani kemandiriani sesuaii dengani 
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minatnyai dengani memberikani pendidikani terlebihi dahului 

(Wawancara,i 2019). 

Berdasarkani hasili wawancarai penulisi dengani Kasi.i Binadiki Lembagai 

Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru mengenai bimbingani kemandiriani dii 

Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru, diperolehi keterangani bahwa: 

Bimbingani kemandiriani dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi 

Pekanbarui yaitui berupai pembuatani sendali hotel,i tenun,i menjahit,i 

perkebunani dani pertaniani dani hasili karyai lainnya.i Semuai hasili karyai 

penghunii disimpani dengani baiki dalami gudangi penyimpanani dani dicatati 

dalami bukui hasili karyai wargai binaan.i Untuki saati inii hasili karyai wargai 

binaani Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru merupakani 

pesanani darii pihaki luari dani akani dii pamerkani padai saati acarai tertentui i 

(Wawancara,i 2019). 

Berdasarkani keterangani diatas,i diketahuii bahwai Lembagai Pemasyarakatani 

Kelasi IIi Ai Pekanbarui telahi melakukani kegiatani pembinaan,i yaitui dalami 

bentuki kegiatani pembinaani kepribadiani dani pembinaani kemandirian.i Tujuani 

pembinaani tersebuti adalahi mengubahi pribadii narapidanai menjadii lebihi baiki 

dani memperbaikii dani meningkatkani akhlaki (budii pekerti)i sertai mental,i sertai 

meningkatkani keahliani dani ketrampilani narapidanai yangi beradai dii dalami 

lembagai pemasyarakatan. 

Namuni sangati disayangkan,i karenai adanyai narapidanai yangi mengalamii 

gangguani kejiwaani ketikai masihi menjalanii masai pemidanaani dii dalami 

Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru.i Adanyai narapidanai yangi 
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mengalamii gangguani jiwai padai saati menjalanii masai pemidanaan,i makai perlui 

pembinaani yangi khususi terutamai untuki melindungii hak-haknyai selamai iai 

menjalanii prosesi masai tahanan. 

Berdasarkani hasili wawancarai penulisi dengani Kepalai Lembagai 

Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru,i diperolehi keterangani bahwa: 

Pembinaani yangi dilakukani olehi petugasi Lapasi kepadai narapidanai yangi 

terindikasii gangguani jiwa,i adai beberapai tahapi antarai laini sebagaii 

berikut: 

1) Memberikani pelayanani kesehatani dii Lembagai Pemasyarakatani 

dilakukani olehi sekurang-kurangnyai satui dokteri dani dibantui tenagai 

kesehatani lainya,i makai penanganani narapidanai yangi terindikasii 

gangguani jiwai berati tersebuti adalahi melakukani pemeriksaani dii 

Lapas, 

2) Apabilai hasili pemeriksaani kesehatani narapidanai yangi terindikasii 

gangguani jiwai tersebuti sudahi tidaki memungkinkani dirawati dii 

poliklinik,i karenai peralatani polikliniki dii Lapasi Kelasi IIAi 

Pekanbarui tidaki memenuhii untuki menanganii narapidanai yangi 

terindikasii gangguani jiwai berati tersebut.i Selanjutnyai apabilai 

narapidanai tersebuti memerlukani perawatani lanjuti makai dokteri 

Lapasi memberikani rekomendasii kepadai Kepalai Lapasi agari 

pelayanani kesehatani dilakukani ataui dirujuki kei rumahi sakit. 

3) Narapidanai yangi dirujuki dii rumahi sakiti tersebuti apabilai dirawati dii 

rumahi sakiti makai wajibi dikawali olehi petugas.i Demikiani pulai biayai 
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pengobatani tersebuti ditanggungi olehi Pemerintahi (Wawancara,i 

2019). 

Ishaki Simanjuntaki mengalamii gangguani jiwai (gila)i setelahi hakimi 

memvonisi hukumani seumuri hidupi dani telahi menjalankani hampiri duai tahuni 

hukumani dalami Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru.i Selamai lebihi 

kurangi 2i (dua)i tahuni dii dalami Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui 

tersebut,i Ishaki Simanjuntaki sudahi memperlihatkani tanda-tandai mengalamii 

gangguani kejiwaan,i hali inii terlihati darii tingkahi lakunyai yangi seringi berbuati 

onari dani berkelahii sesamai tahanan.i Kemudiani Ishaki Simanjuntaki dititipkani dii 

Rumahi Sakiti Jiwai (RSJ)i Tampani Pekanbarui untuki mendapatkani perawatani dani 

penyembuhani kejiwaannya.i Hinggai sekarangi iai masihi beradai dii Rumahi Sakiti 

Jiwai (RSJ)i Tampani Pekanbaru. 

Berdasarkani hasili wawancarai penulisi dengani Kasi.i Binadiki Lembagai 

Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru,i diperolehi keterangani bahwa: 

Berdasarkani hasili pemeriksaani dii Rumahi Sakiti Jiwai (RSJ)i Tampani 

Pekanbaru,i bahwai benari Ishaki Simanjuntaki menderitai sakiti Obs.i 

Depresii (Skizofrenia).i Menuruti dokter,i Ishaki Simanjuntaki harusi dirujuki 

kei Rumahi Sakiti Jiwai (RSJ)i Tampani Pekanbarui untuki dirawati 

(Wawancara,i 2019). 

Karenai menuruti sarani Dokteri bahwai Ishaki Simanjuntaki tersebuti harusi 

dirujuk,i makai petugasi Lapasi mengikutii sarani yangi diberikani olehi Dokteri 

kejiwaani tersebut,i sehinggai padai akhirnyai Ishaki Simanjuntaki dititipkani padai 



73 

 

Rumahi Sakiti Jiwai (RSJ)i Tampani Pekanbarui untuki dirawati dani disembuhkan,i 

karenai penyakitnyai semakini bertambahi parah. 

Dengani demikian,i i pembinaani narapidanai yangi mengalamii gangguani jiwai 

padai saati menjalanii masai pemidanaani dii Lembagai Pemasyarakatani kelasi IIAi 

Pekanbarui sudahi sesuaii dengani Peraturani Perundangan-undangan.i Pembinaani 

tersebuti diaturi dalami Pasali 14i hurufi di Undang-undangi Nomori 12i Tahuni 1995i 

tentangi Pemasyarakatani yaitui bahwai bagii narapidanai yangi mengalamii sakiti 

berhaki mendapatkani pelayanani kesehatan. 

Petugasi Lembagai Pemasyarakatani kelasi IIAi Pekanbarui sudahi memberikani 

kewajibannyai yaitui mengobatii narapidanai tersebut.i Dengani demikian,i 

narapidanai yangi terindikasii gangguani jiwai tersebuti sudahi mendapatkani haknyai 

yaitui mendapatkani pengobatani maupuni perawatan. 

Berkaitani dengani hukumani narapidanai yangi mengalamii gangguani jiwai 

tersebut,i berdasarkani hasili wawancarai penulisi dengani Kepalai Lembagai 

Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru,i diperolehi keterangani bahwa: 

Tidaki adai peraturani yangi secarai khususi mengaturi mengenaii statusi 

hukumi narapidanai yangi mengalamii gangguani jiwai tersebut.i Selanjutnyai 

narapidanai tersebuti tetapi menjalanii masai hukumannyai sampaii selesaii 

masai tahanannyai dii Lapasi (Wawancara,i 2019). 

Berdasarkani wawancarai tersebut,i diketahuii bahwai mengenaii hukumani 

narapidanai yangi mengalamii gangguani kejiwaani padai saati menajalanii masai 

pemidanaani tetapi menjalanii masai pidananyai sampaii selesai.i Narapidanai 

tersebuti hanyai mendapatkani pembinaani berupai pengobatan.i Selanjutnyai 
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apabilai narapidanai tersebuti sudahi sembuh,i makai iai tetapi berkewajibani 

melanjutkani masai pidananya. 

Berdasarkani hasili wawancarai penulisi dengani Kasi.i Binadiki Lembagai 

Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru,i diperolehi keterangani bahwa: 

Berkaitani dengani narapidanai yangi mengalamii gangguani kejiwaaani padai 

saati menjalanii masai pemidanaani tidaki mendapatani haki prioritas.i Akani 

tetapii berhaki mendapatkani pembinaani yaitui pengobatani sampaii selesaii 

masai pidananyai (Wawancara,i 2019). 

Pelaksanaani pembinaani terhadapi narapidanai yangi mengalamii gangguani 

kejiwaani padai saati menjalanii masai pemidanaani dii Lembagai Pemasyarakatani 

Kelasi IIAi Pekanbarui sudahi terpenuhii hak-haknyai yaitui olehi Petugasi Lapasi 

sudahi diperiksakani dii Rumahi Sakiti Jiwai (RSJ)i Tampan.i Hasili pemeriksaani 

darii Rumahi Sakiti Jiwai (RSJ)i Tampani tersebuti menyatakani bahwai benari 

narapidanai tersebuti mengalamii gangguani kejiwaan.i Sehinggai Ishaki 

Simanjuntaki dititipkani dii Rumahi Sakiti Jiwai (RSJ)i Tampani Pekanbarui untuki 

mendapatkani perawatani dani penyembuhani kejiwaannyai sampaii sekarang. 

Dasari hukumi pembinaani terhadapi narapidanai dii Lembagai Pemasyarakatani 

adalahi sebagaii berikut: 

1. Undang-Undangi Nomori 12i Tahuni 1995i tentangi Pemasyarakatan. 

2. Peraturani Pemerintahi Nomori 31i Tahuni 1999i Tentangi Pembinaani 

dani Pembimbingani Wargai Binaani Pemasyarakatan. 

3. Peraturani Pemerintahi Nomori 32i Tahuni 1999i Tentangi Syarati dani 

Tatai Carai Pelaksanaani Haki Wargai Binaani Pemasyarakatan. 
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4. Peraturani Pemerintahi Nomori 28i Tahuni 2006i Tentangi Perubahani 

Atas Peraturani Pemerintahi Nomori 32i Tahuni 1999i Tentangi Syarati 

dani Tatai Carai Pelaksanaani Wargai Binaani Pemasyarakatan. 

5. Peraturani Pemerintahi Nomori 99i Tahuni 2012i Tentangi Perubahani 

Keduai Atasi Peraturani Pemerintahi Nomori 32i Tahuni 1999i Tentangi 

Syarati dani Tatai Carai Pelaksanaani Wargai Binaani Pemasyarakatan. 

Pelaksanaani pembinaani narapidanai dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi 

IIAi Pekanbarui telahi dilaksanakani berdasarkani Undang-Undangi 12i Tahuni 1995i 

Tentangi Pemasyarakatani dani berdasarkani Peraturani Pemerintahi Republiki 

Indonesiai Nomori 99i Tahuni 2012i Tentangi Perubahani Keduai Atasi Peraturani 

Pemerintahi Nomori 32i Tahuni 1999i Tentangi Syarati dani Tatai Carai Pelaksanaani 

Wargai Binaani Pemasyarakatan. 

Pelaksanaani pembinaani telahi dilaksanakani berdasarkani padai peraturani 

yangi ada,i dalami rangkai pelaksanaani pembinaani yangi dimaksudi dalami Pasali 

12i ayati (1)i Undang-Undangi 12i Tahuni 1995i Tentangi Pemasyarakatan,i 

menyatakani bahwai dalami rangkai pembinaani terhadapi narapidanai dii lapasi 

dilaksanakani penggolongani atasi dasar: 

a. Umur; 

b. Jenisi Kelamin; 

c. Lamai pidanai yangi dijatuhkan; 

d. Jenisi kejahatan;i dan 

e. Kriteriai lainnyai sesuaii dengani kebetuhani ataui perkembangani 

pembinaan. 
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Berdasarkani darii hasili penelitiani dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi 

Pekanbarui bahwai pelaksanaani pembinaani sebagaimnai yangi dimaksudi dalami 

Pasali 12i ayati (1)i belumi dii terapkani dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi 

Pekanbaru.i Dalami pelaksanaani pembinaani dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi 

IIAi Pekanbarui dilaksanakani secarai meratai yaitui pembinaani dilaksanakani tanpai 

adanyai penggolongani lamai pidanai yangi dijatuhkani dani jenisi kejahatan.i Hali inii 

mengingati bahwai kondisii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui yangi 

telahi Overi kapasitasi yangi tidaki sebandingi dengani jumlahi pegawaii Lembagai 

Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui saati ini,i sehinggai membuati petugasi 

Pembinai kewalahani jikai harusi mengelompokkani narapidanai berdasarkani lamai 

pidanai yangi dijatuhkani dani jenisi kejahatani tersebut. 

Berdasarkani uraiani dii atasi bahwai dii lembagai Lembagai Pemasyarakatani 

Kelasi IIAi Pekanbarui belumi sepenuhnyai pembinaani diberikani sesuaii dengani 

apai yangi diharapkani Undang-Undangi 12i Tahuni 1995i Tentangi Pemasyarakatan,i 

karenai pelaksanaannyai dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui 

narapidanai residivisi dani bukani residivis,i narapidanai yangi melakukani tindaki 

pidanai berati dani tindaki pidanai ringan,i narapidanai yangi dihukumi 1i tahun,i 5i 

tahun,i seumuri hidup,i i dani orangi terpidanai dani tahanani masihi ditempatkani 

dalami satui bangunani sedangkani untuki lebihi berhasilnyai pembinaani narapidanai 

sebaiknyai adai bangunan-bangunani khususi sehinggai dapati diadakani pemisahani 

antarai narapidanai residivisi dani bukani residivis,i narapidanai yangi melakukani 

tindaki pidanai berati dani tindaki pidanai ringan,i narapidanai yangi dihukumi 1i 

tahun,i 5i tahun,i seumuri hidupi dani orangi terpidanai dani tahanan. Artinya tidak 
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ada perbedaan pembinaan yang dilakukan Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi 

Pekanbarui terhadap narapidana, baik berdasarkan lama pidana maupun 

berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan narapidana. 

 

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana 

Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Pada Saat Menjalani Masa 

Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru 

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Pekanbaru ada faktor-faktor yang menjadi kendala, yaitu peralatan poliklinik 

di Lapas Kelas IIA di Pekanbaru yang tidak bememadai untuk menangani 

narapidana yang diindikasikan gangguan jiwa. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi. Binadik Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa: 

Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana yang mengalami 

gangguan kejiwaan saat menjalani hukuman di Kelas IIA Lembaga 

Pemasyarakatan Pekanbaru adalah peralatan poliklinik tidak memadai 

ehingga tidak memadai untuk berurusan dengan narapidana yang 

mengalami gangguan kejiwaan (Wawancara, 2019). 

Dengan demikian, minim atau tidak adanya peralatan poliklinik di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah faktor utama yang menjadi 

penghalang dalam pelaksanaan pembinaan narapidana yang mengalami gangguan 

kejiwaan. 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa: 

Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana yang mengalami 

gangguan kejiwaan saat berada di Lapas Kelas IIA Pekanbaru adalah 

kurangnya staf professional dalam melakukan pembinaan atau bimbingan 

kepada para tahanan yang mengalami gangguan kejiwaan (Wawancara, 

2019). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa hambatan dalam 

pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan 

pada saat menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Pekanbaru adalah: 

1. Kurang tenaga profesional melakukan pembinaan terhadap narapidana 

yang mengalami gangguan kejiwaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Pekanbaru. 

2. Minimnya peralatan poliklinik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Pekanbaru. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan, dapat 

disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan 

kejiwaan pada saat menjalani masa pemidanaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dilakukan dalam 2 (dua) tahap. 

a. Pada tahap pertama, yaitu napi dirawat di poliklinik Lembaga 

Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru. 

b. Pada tahap kedua, apabila napi tersebut tidak bisa dirawat lagi di 

poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru karena 

penyakitnya sudah bertambah parah, maka akan dirujuk ke Rumah 

Sakit Jiwa Tampan (RSJ) Pekanbaru. 

2. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang 

mengalami gangguan kejiwaan pada saat menjalani masa pemidanaan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah kurangnya staf 

profesional dalam hal pendampingan narapidana yang mengalami 

gangguan mental. Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung 

pelaksanaan pembinaan narapidana yang mengalami gangguan mental, 

antara lain seperti terbatasnya peralatan di poliklinik Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. 
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B. Saran 

Saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, harus menambah tenaga ahli 

dalam pembinaan narapidana yang mengalami gangguan mental. Ini perlu 

agar narapidana yang mengalami gangguan mental tidak bertambah parah.  

2. Petuga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru harus meningkatkan 

strategi khusus dalam hal membina dan membimbing tahanan. Sehingga tidak 

ada lagi napi yang mengalami gangguan mental.  
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